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BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian
Pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan berbangsa.

Pendidikan juga merupakan salah satu kunci dalam peningkatan taraf hidup sebuah masyarakat. Oleh karena itu Negara sebagai penjamin kehidupan masyarakat harus mampu menyelenggarakan pendidikan agar taraf hidup masyarakat semakin baik. Dalam Undang – Undang No.20 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, disebutkan bahwa setiap warga Negara berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Sedangkan pasal 34 ayat 2 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyebutkan bahwa pemerintah dan Pemerintah Daerah menjamin terselenggarannya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, dalam ayat 3 juga disebutkan bahwa wajib belajar meerupakan tanggung jawab Negara yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat. Untuk mewujudkan amanah undang-undang tersebut bahwa pemerintah wajib menyelenggarakan layanan pendidikan bagi peserta didik pada tingkat pendidikan dasar yaitu SD dan SMP serta satuan pendidikan lain yang sederajat. 
Sebagai upaya untuk melaksanakan kewajiban mennyelenggarakan pendidikan dasar tanpa biaya, Pemerintah menciptakan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Pada awalnya BOS ini dalam bentuk Kompensasi kenaikan bahan bakar minyak tahun 2005 dengan tujuan awal untuk mempercepat pencapaian program wajib belajar 9 tahun. Akan tetapi mulai tahun 2009 pemerintah telah melakukan perubahaan tujuan,pendekatan dan orientasi program BOS tersebut. program BOS selanjutnya bukan hanya berperan untuk mempertahankan jumlah peserta didik saja namun juga harus berkontribusi dalam peningkatan mutu pendidikan dasar. Selain itu,kenaikan jumlah dana BOS yang signifikan mulai tahun 2009 diharapkan akan menjadi BOS sebagai pilar utama untuk mewujudkan pendidikan dasar tanpa diungut biaya.
Unsur yang terlibat di dalam pengelolan BOS adalah Tim Manajemen Pusat, Tim Manajemen BOS Provinsi, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, Sekolah. Semua unsur yang terlibat dalam pengelolaan dana BOS ini di harapkan dapat memahami ketentuan – ketentuan teknis yang harus dijalankan dalam rangka penyelenggaraan program BOS.
Menurut Suhartono (2011), sekolah adalah suatu suatu lembaga sosial yang secara khusus mengelola sistem pembelajaran berdasarkan pada prinsip-prinsip administrasi. Sekolah sebagai lembaga pendidikan memerlukan seorang kepala yang mempunyai keahlian sebagai pemimpin yang memiliki kompetensi kepribadian, manajerial, akademik, sosial dan supervisi dalam mengatur tindakan semua orang yang bekerjasama dalam organisasi sekolah agar proses belajar mengajar dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Untuk mencapai tujuan  tersebut maka peranan kepala sekolah selaku yang diberi tanggungjawab untuk memimpin sekolah sangat dibutuhkan. Kepala sekolah merupakan seseorang yang menentukan berhasil tidaknya sekolah dalam mencapai tujuan. Untuk itu dibutuhkan kepala sekolah yang memiliki kompetensi manajerial dalam mengelola sekolah. Kedudukan kepala sekolah dalam hal ini adalah sebagai manajer sekolah. Seorang manajer yang ditempatkan dalam suatu lembaga harus memiliki bobot pengetahuan, pengalaman dan keterampilan dalam memimpin dan mengarahkan semua komponen-komponen penyelenggaraan pendidikan. Oleh karena itu, dalam menyusun pengelolaan sekolah, perlu melibatkan segala daya yang ada dalam lingkup sekolah.
Program BOS diharapkan dapat dikelolah sesuai dengan asas Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang secara umum bertujuan untuk memperdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi), pemberian fleksibilitas yang lebih besar untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partsipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningatkan mutu pendidikan disekolah. Oleh karena itu dalam pengelolaan dana BOS sekolah dituntut untuk mengembangkan pengelolaan dana seecara profesional, transparan, dan akuntabel. Sekolah juga dituntut meningkatkan akses, mutu, dan manajemen sekolah. Penyusunan rencana untuk jangka menengah dan jangka pendek juga harus dilaksanakan oleh sekolah, dengan mendapat pertimbangan dari komite sekolah dan persetujuan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota atau yayasan bila merupakan sekolah swasta .
Permasalahan serupa juga diungkapkan dan diperkuat dengan penelitian terdahulu yang mengkaji mengenai manajemen BOS yaitu: 

Mulyana (2010), di dalam penelitiannya yang menjadi fokus adalah peningkatan mutu pendidikan yang terjadi setelah menerima dana BOS. Penelitian lain dari Risdiyanto (2009) yang meneliti pola pemanfaatan dana BOS dikelolah sekolah di Kabupaten Kulon Progo. Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh Febriana (2010) tentang audit opprasional BOS. Penelitian hasil berfokus pada laporan-laporan yang dilaporkan ke Tim Manajemen BOS Kabupaten Solo.
B. Fokus Penelitian
Berdasarkan konteks penelitian tersebut di atas, maka yang menjadi focus penelitian adalah, bagaimanakah gambaran manajemen Dana BOS di SMP Negeri 3 Malili? 
C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan focus penelitian yang dikemukakan tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tetang gambaran manajemen Dana BOS di SMP Negeri 3 Malili. 
D. Manfaat Penelitian
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, utamanya :

1. Manfaat Teoretis

a. Untuk lembaga akdemik khususnya jurusan Administrasi Pendidikan sebagai masukan untuk pengembangan mata kuliah manajemen keuangan. 
b. Bagi peneliti selanjutnya, untuk menjadi bahan masukan dalam meneliti serta mengembangkan teori-teori yang berkaitan dengan manajemen dana Bos di sekolah.
2. Manfaat praktis

a. Sebagai bahan masukan bagi sekolah untuk mengembangkan kinerja manajemen BOS di sekolah.
b. Bagi pengelola dana BOS, sebagai bahan masukan untuk lebih memperhatikan apa-apa saja yang menjadi kebutuhan sekolah.
c. Sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan penulis dalam bidang manajemen pendidikan khususnya dalam pengelolaan dana BOS disekolah.
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR
A. Tinjauan Pustaka
1. Konsep Manajemen Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
a. Pengertian Manajemen
Manajemen berasal dari kata management (Inggris) yaitu “to manage” yang artinya mengurus yaitu bagaimana seorang manajer atau seorang pemimpin mampu membimbing atau mengarahkan orang lain agar usaha yang dikembangkan dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. (Yunus dan Syam, 2010:4)
Terry (Prihatin 2011:2) secara umum menyatakan bahwa:

manajemen merupakan proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengoerganisasian, penggerakan, ddan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sember daya manusia mupun sumber daya lain
Mulyasa (2003:19) mengemukakan manajemen sebagai berikut :
Secara terminologi, manajemen sering disandingkan dengan administrasi, sehingga muncul 3 pandangan yang berbeda: 1) memandang administrasi lebih luas dari pada manajemen; 2) mengartikan manajemen lebih luas dari pada administrasi; 3) menganggap manajemen sama dengan administrasi. 

Selanjutnya, Siagian (2001:9) mendefinisikan “manajemen sebagai suatu proses menggerakkan orang lain untuk memperoleh hasil tertentu dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukann sebelumnya”.
Berdasarkan dari pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah suatu proses kerja sama antara dua orang atau lebih untuk mencapai suatu tujuan.
b. Fungsi-fungsi Manajemen
Para ahli mempunyai pendapat yang beraneka ragam tentang fungsi- fungsi manajemen. Umumnya digunakan pada lembaga-lembaga pemerintahan di Indonesia yaitu Planning, Organizing, Actuating dan Controlling. Uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi manajemen meliputi:.
1) Perencanaan (Planning)

Menurut Sagala (2008:46-47), “perencanaan meliputi kegiatan menetapkan apa yang ingin di capai, bagaimana mencapai, berapa lama, berapa orang yang di perlukan dan berapa banyak biayanya”. Perencanaan ini di buat sebelum suatu tindakan di laksanakan. Perencanaan bisa diumpamakan jembatan penghubung antara keadaan sekarang dengan keadaan yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang. Sedangkan menurut Purwanto (2010:25) :

Perencanaan merupakan salah satu syarat mutlak bagi setiap kegiatan manajemen, tanpa perencanaan, pelaksanaan suatu kegiatan akan mengalami kesulitan dan bahkan kegagalan dalam mencapai tujuan yang diinginkan.

Jadi, dapat disimpulkan bahwa perencanaan itu sebagai proses penyusunan berbagai keputusan pada masa yang akan datang untuk mencapai tujuan yang ditentukan.

2) Pengorganisasian (Organizing)

Organizing adalah pengelompokan kegiatan yang di perlukan yakni penetapan susunan organisasi serta tugas dan fungsi-fungsi dari setiap unit yang ada dalam organisasi, serta menetapkan kedudukan dan sifat hubungan antara masing-masing unit tersebut. Pengorganisasian dapat pula di rumuskan sebagai keseluruhan aktifitas manajemen dalam mengelompokkan orang-orang serta penetapan tugas, fungsi, wewenang serta tanggungjawab masing-masing dengan tujuan tercapainya aktifitas-aktifitas yang berdaya guna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan yang telah di tentukan terlebih dahulu. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengorganisaisan antara lain bahwa pembagian tugas wewenang dan tanggungjawab hendaknya di sesuaikan dengan pengalaman, bakat  minat, pengetahuan dan kepribadian masing-masing orang yang di perlukan dalam menjalankan tugas-tugas tersebut. 
3) Penggerakan (Actuating)

Menggerakkan (Actuating) berarti merangsang anggota-anggota kelompok melaksanakan tugas-tugas dengan antusias dan kemauan dengan baik. Davis (Sagala, 2008:50) “menggerakkan adalah kemampuan pemimpin membujuk orang-orang mencapai tujuan yang telah di tetapkan dengan penuh semangat”. Penggerakan di lakukan oleh pemimpin yaitu orang yang mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi prilaku orang lain dengan menggunakan kekuasaaan. Kekuasaan merupakan kemampuan untuk mengarahkan dan mengatur bawahan terkait dengan tugas yang harus dilaksanakan.
4) Kontrol/Evaluasi (Controlling)

Pengawasan dapat diartikan sebagai proses yang di lakukan untuk kegiatan untuk mengikuti realisasi prilaku personel dalam organisasi dan apakah tingkat pencapaian tujuan organisiswa dengan yang di kehendaki. Pengawasan sering di sebut penindakan adalah salah satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan bawahan dapat diarahkan kejahatan yang benar dengan maksud tercapai tujuan yang sudah di gariskan semula. Menurut Fatah (2004:16) :

pengawasan dilakukan melalui 3 tahap yaitu (a) menetapkan standar pelaksanaan, (b) pengukuran pelaksanaan di bandingkan dengan standarnya, (c) menetukan kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar rencana
Di dalamnya belum terdapat tahapan terakhir pengawasan yaitu upaya perbaikan, dengan demikian dapat di simpulkan bahwa pengawasan di laksanakan melaui empat tahap yaitu: 1. Menetapkan standar  pelaksanaan  pekerjaan sebagai dasar melakukan control . 2. Mengukur pelaksanaan pekerjaan dengan standar 3. Menentukan kesenjangan (deviasi) bila trerjadi antara pelaksanaan dengan pelaksanaan dan tujuan sesuai dengan rencana. 4. Melakukan tindakan-tindakan perbaikan jika terdapat kesenjangan (deviasi) agar pelaksanaan dan tujuan sesuai rencana.
c. Pengertian Dana Bantuan Opersional Sekolah (BOS)  

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.76 Tahun 2014 Bab I Hal.3 mengatakan bahwa: 
pengertian BOS adalah program pemerintah yang pada dasarnya adalah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar.

Menurut PP Tahun 2008 Tentang pendanaan pendidikan, biaya non personalia adalah biaya untuk bahan atau peralatan pendidkan habis pakai, dan biaya tak langsung berupa daya, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak dll. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang di perbolehkan dibiayai dana bos.  
d. Manajemen Dana BOS

1) Perencanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 
Perencanaan dalam manajemen BOS ialah kegiatan merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya tujuan pendidikan di sekolah. Perencanaan menghimpun sejumlah sumber daya yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan berhubungan dengan anggaran atau budget, sebagai penjabaran suatu rencana ke dalam bentuk dana untuk setiap komponen kegiatan. Dalam hal ini Gordon (Mulyasa, 2007) mengemukakan perencanaan penyusunan anggaran pendidikan dalam dua pendekatan yang umum digunakan, yaitu pendekatan tradisional dan Planning Programming Budgeting System (PPBS).
Perencanaan BOS memerlukan data akurat dan lengkap sehingga semua perencanaan kebutuhan untuk masa yang akan datang dapat diantisipasi dalam rancangan anggaran. Beberapa faktor yang turut mempengaruhi perencanaan keuangan sekolah antara lain: laju pertumbuhan peserta didik, inflasi, pengembangan program, dan perbaikan seta peningkatan pendekatan belajar mengajar. Menurut Morphet (Mulyasa, 2005) beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perencanaan BOS atau anggaran belanja sekolah adalah sebagai berikut:
1. Anggaran belanja sekolah harus dapat mengganti beberapa peraturan dan prosedur yang tidak efektif sesuai dengan perkembangan kebutuhan pendidikan.

2. Merevisi peraturan dan input lain yang relevan, dengan merancang pengembangan sistem secara efektif.

3. Memonitor dan menilai keluaran pendidikan secara terus menerus dan berkesinambungan sebagai bahan perencanaan tahap berikutnya.
Untuk mengetahui apa saja yang dimaksud dengan perencanaan berikut ini beberapa definisi. Perencanaan adalah sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Perencanaan ialah proses mempersiapkan kegiatan – kegiatan secara sistematis yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. (Bintoro, 1996)

Perencanaan menurut Handoko meliputi;(1) pemilihan atau penetapan tujuan – tujuan organisasi dan (2) penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode , system, anggaran dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Perencanaan pada hakekatnya adalah proses pengambilan keputusan atau sejumlah alternative mengenai sasaran dan cara – cara yang akan dilaksanakan dimasa yang akan datang guna mencapai tujuan serta pemantauan dan penilaian atas pelaksanaan yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan. (usman 2010).

  Dengan demikian perencanaan berkaitan dengan penentuan apa yang akan dilaksanakan. Perencanaan mendahului pelaksanaan mengingat perencanaan merupakan suatu proses yang menetukan kemana kita melangkah dan mengidentifikasi persyaratan yang diperlukan dengan cara yang paling efektif dan efesien. Perencanaan merupakan aspek yang sangat penting dalam setiap kegiatan termasuk dalam kegiatan pendidikan.

 Proses perencanaan atau perumusan adalah persiapan dan pengerahan tenaga dan sumber daya sebelum bertindak sedangkan pelaksanaan atau implementasi adalah pengelolaan sumber daya dan berbagai kekuatan yang berkaitan dengan apa yang direncanakan. Tanpa adanya perencanaan yang matang, maka pelaksanaan kegiatan tidak akan memberikan hasil yang efektif dan efesien. 

Perencanaan BOS minimal mencakup dua kegiatan, yakni penyusunan anggaran, dan pengembangan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS).
a) Penyusunan Anggaran Sekolah
Penyusunan anggaran sekolah biasa dikembangkan dalam format-format yang meliputi (1) sumber pendapatan dan (2) pengeluaran untuk kegiatan belajar mengajar, pengadaan dan pemeliharaan, sarana dan prasarana, bahan-bahan, dan alat pelajaran, honorarium dan kesejahteraan.

Liphan (Mulyasa, 2009) mengungkapkan empat phase kegiatan pokok penyusunan anggaran sebagai berikut;

1) Perencanaan anggaran, merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, menetukan prioritas, menjabarkan tujuan dalam penampilan operasional yang dapat diukur,menganalisis alternative pencapaian tujuan dengan analisis cost effectiveness, membuat rekomendasi alternative pendekatan untuk mencapai sasaran.

2) Mempersiapkan anggaran, antara lain menyesuaikan kegiatan dengan mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi, dan sasaran program pengajaran perlu dirimuskan dengan jelas. Melakukan inventarisasi kelengkapan peralatan dan bahan pertanggungjawaban yang telah tersedia.

3) Mengelola pelaksanaan anggaran, antara lain mempersiapkan pembukuan melakukan pembelanjaan dan membuat transaksi, membuat perhitungan,mengawasi pelaksanaan sesuai denga prosedur kerja yang berlaku, serta membuat laporan dan pertanggungjawaban.

4) Menilai pelaksanaan anggaran, antara lain menilai pelaksanaan proses belajar mengajar, menilai bagaimana pencapaian sasaran program, serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan datang.

Perencanaan anggaran sekolah memerlukan data yang akurat dan kengkap sehingga semua perencanaan kebutuhan untuk masa yang akan datang dapat diantisipasi dalam rancangan anggaran.
b) Pengembangan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) 

Setiap sekolah wajib menyusun RAKS sebagaimana yang diamanatkan dalam pasal 53 pada peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan. Penyusunan RAKS perlu memperhatikan asas anggaran antara lain;

1) Asas kecermatan; pada anggaran harus diperhatikan secara cermat, baik dalam hal penjumlahan, pengurangan, perkalian,dan pembagian sehingga dapat efektif dan terhindar dari kekeliruan dalam perhitungan 

2) Asas terinci; penyusunan anggaran dirinci secara baik sehingga dapat dilihat rencana kerja yang jelas sehingga dapat membantu unsur pengawasan.

3) Asas keseluruhan; anggaran yang disusun harus mencakup semua aktifitas keuangan dari suatu organisasi secara menyeluruh dari awal tahun anggaran hingga akhir tahun anggaran.

4) Asas keterbukaan; semua pihak yang telah ditentukan oleh peraturan atau pihak tekait dengan sumber pembiayaan sekolah dapat memonitoring aktivitas yang tertuang dalam penyusunan anggaran maupun dalam pelaksanaannya.

5) Asas periodik; pelaksanaan anggaran membiayai batas waktu yang jelas. 

6) Asas pembebanan; dasar pembukuan terhadap pengeluaran dan penerimaan anggaran perlu diperhatikan. Kapan suatu anggaran pengeluaran dibebankan kepada anggaran ataupun suatu penerimaan menguntungkan anggaran, perlu diperhatikan. (Dirjen PMPTK Depdiknas 2007)  
Berdasarkan hal tersebut diatas perencanaan keuangan sekolah termasuk dana BOS dapat dikembangkan secara efektif jika didukung oleh beberapa sumber yang esensial, seperti; (1) sumber daya manusia yang memadai, (2) tersedianya informasi yang akurat untuk menunjang pembuatan keputusan, (3) tersedianya anggaran yang memadai, (4) menggunakan manajemen dan teknologi yang tepat dalam perencanaan. 

2. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 
Menurut lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 76 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan No. 101 Tahun 2013 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 2014 Bab V.  Mengemukakan bahwa:
Penggunaan Dana BOS disekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim Manajemen BOS sekolah, Dewan Guru dan Komite sekolah.

Hasil kesepakatan diatas harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat dan ditandatangani oleh peserta rapat. Kesepakatan penggunaan dana BOS harus didasarkan skala prioritas kebutuhan sekolah, khususnya untuk membantu mempercepat pemenuhan standar pelayanan minimal dan/atau standar nasional pendidikan.


Menurut Lampiran I Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 37 tahun 2010  Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Mengemukakan bahwa:

sekolah sebagai  sebuah entitas organisasi harus mampu mengelola dana BOS secara  professional untuk mendukung kegiatan belajar mengajar yang bermutu. Dana BOS yang diterima oleh sekolah dikelola secara mandiri  melalui Manajemen Berbasis Sekolah (MBS).


Hal ini menuntut Pengelolah sekolah mampu merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mempertanggungjawabkan pengelolaan dana secara baik dan transparan. Pengelolaan dana yang baik tidak lepas dari prinsip ekonomis, efesiensi, efektifitas, transparansi, akuntabilitas, keadilan, kejujuran dalam pengelolaan, dan pengendalian. Untuk dapat mencapai tujuan sesuai dengan prinsip – prinsip yang dianut dalam penyelenggaraan dana BOS, Kementrian Pendidikan Nasional Menyusun Petunjuk Teknis Keuangan. Petunjuk ini diharapkan dapat dijadikan acuan uuntuk pelaksanaan program bagi semua tingkatan pengelola BOS. 
Upaya pencapaian tujuan pendidikan disuatu sekolah dapat dicapai setelah seluruh kegiatan yang ada mencapai kegiatan manajemen pendidikan sebagaimana yang telah diprogramkan diatas telah terlaksana, karena menunjukkan sebuah keputusan manajemen yang harus dilaksanakan.

a Program Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah program pemerintah untuk penyediaan biaya non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana program wajib belajar tahun. Kebijakan pelaksanaan program dana bantuan operasional sekolah (BOS) tahun 2009 adalah sebagai berikut; 

a) Biaya satuan BOS, termasuk BOS buku, untuk tiap siswa/tahun mulai januari 2009 naik secara signifikan menjadi: SD Di kota Rp. 400.000,- SD di kabupaten Rp. 397.000,- SMP di kota Rp.575.000,- SMP di kabupaten Rp.570.000/siswa/tahun.
b) Dengan kenaikan kesejahteraan guru PNS dan kenaikan BOS sejak tahun 2009, semua SD dan SMP Negeri harus membebaskan siswa dari biaya Operasional Sekolah.

c) Pemda wajib mengendalikan pungutan biaya operasional di SD dan SMP sehingga siswa miskin bebas dari pungutan yang berlebihan kepada siswa mampu.

d) Pemda wajib mensosialisasikan dan melaksanakan kebijakan BOS tahun 2009 serta memberi sanksi kepada pihak yang melanggar.
e) Pemda wajib memenuhi kekurangan biaya operational dari APBD bila BOS dari Depdiknas Belum mencukupi (Depdiknas,2010).


Mekanisme alokasi, pengambilan dan penyalurannya pengalokasian dana BOS dilaksanakan sebagai berikut;

a) Tim manajemen BOS pusat mengumpulkan data jumlah siswa tiap sekolah melalui tim manajemen BOS propinsi, kemudian menetapkan alokasi dana BOS tiap propinsi.

b) Atas dasar jumlah siswa tiap sekolah. Tim manajemen BOS pusat membuat alokasi dana BOS tiap propinsi yang dituangkan dalam DIPA propinsi.

c) Tim manajemen BOS propinsi dan Tim manajemen BOS kabupaten/Kota melakukan verifikasi ulang data jumlah siswa di tiap sekolah.

d) Tim manajemen BOS kabupaten/kota menetapkan sekolah yang bersedia menerima BOS melalui surat Keputusan (SK), SK penetapan sekolah yang menerima BOS ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Dewan pendidikan SK yang telah ditandatangani dan dilampiri daftar nama sekolah dan besardana bantuan yng diterima. Sekolah yang bersedia menerima dana BOS harus menanandatangani surat perjanjian penerima bantuan.

e) Tim manajemen BOS kabupaten/kota mengirimkan SK alokasi BOS  denan melampirkan daftar sekolah ke  Tim manjemen BOS Propinsi, tembusan kebank/Pos penyalur dana dan sekolah penerima BOS (Depdiknas, 2010).

Mekanisme penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ke sekolah-sekolah dilakukan setelah sekolah tersebut mengirimkan nomor rekening sekolah dan bagi sekolahyang belum memiliki rekening rutin, harus membuka rekening atas nama sekolah. Pengambilan dana BOS sekolah dilakukan oleh:

a) Kepala sekolah atau bendahara BOS sekolah dan diketahui oleh ketua komite sekolah tersebut, dan dapat dilakukan sesuai dengan kebutuhan sekolah.
b) Dana BOS harus di terima secara rutin sesuai dengan SK alokasi dana dari Dinas pendidikan Kabupaten/Kota tidak diperkenankan adanya  potongan atau biaya apapun dan oleh siapapun.

c) Penyaluran dana BOS dilakukan tiap tiga bulan, penggunaan tiap bulan disesuaikan dengan kebutuhan sekolah sesuai dengan yang tertuang dalam RAPBS (Depdiknas,2010).

b Pelaksanaan atau penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Penggunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara Tim manajemen BOS sekolah, dewan guru dan komite sekolah dimana dana BOS ini merupakan salah satu sumber penerimaan dalam RAPBS, disamping dana yang diperoleh dari pemda atau sumber-sumber lain yang sah.
Tata cara dan pertanggungjawaban dana BOS akan diuraikan untuk setiap komponen yang diperbolehkan didanai oleh BOS. Berikut ini adalah Peraturan Teknis Untuk Pengelolaan Keuangan BOS Tahun 2014 yang ada Pada Lampiran 1 Bab V Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No 76 2014,  Mengenai Petunjuk Teknis Laporan Keuangan BOS.
1. Penggunaan dana
	No
	Komponen Pembiayaan
	Item Pembiayaan
	Penjelasan

	1

	Pengembangan Perpustakaan

	· Diwajiban membeli buku pegangan guru kurikulum 2013 semester satu Tahun ajaran 2014/2015 yang diterbitkan KEMDIKBUD (juli-desember 2014), kecuali sudah dipenuhi dari sumber pendanaan lain.
	· Dalam rangka pembelian buku kurikulum 2013 semester I tahun ajaran 2014 - 2015, setiap sekolah akan memperoleh tambahan dana yang akan disalurkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi melalui dana dekonsentrasi

	
	
	· Diwajibkan membeli buku teks pelajaran kuriulum 2013bagi peserta didik untuk semester I tahun ajaran 2014/2015 yang diterbitkan kemdikbud (juli - desember 2014), sebanyak jumlah peserta didik, kecuali sudah dipenuhi dari sumber pendanaan lain.

· Mengganti buku teks yang rusak/menambah kekurangan untuk memenuhi rasio satu peserta didik satu buku.

· Langganan publikasi berkala.

· Akses informasi online.

· Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan

· Peningkatan kompetensi tenaga pustakawan.

· Pengembangan data base perpustakaa.

· Pemeliharaan perabot perpustakaan.

· Pemeliharaan dan pembelian AC perpustakaan. 
	· Kekurangan buku semester I dipenuhi dari dana BOS.
· Untuk smester II tahun ajaran 2014/2015 akan dibiayai dari dana Alokasi Khusus (untuk Kabupaten/Kota penerima DAK) dan dari APBD unuk kabupaten/kota bukan penerima DAK.
· Buku teks pelajaran kurikulum 2013 yang dibeli adalah yang sudah ditentukan Kemdikbud.

	2

	Kegiatan dalam rangka penerimaan peserta didik baru.

	· Administrasi pendaftaran
· Penggandaan formulir Dapodik.

· Pendaftaran ulang.

· Biaya pemasukan data pokok pendidikan.
	· Termasuk untuk ATK, konsumsi panitia dan uang lembur. Standar pembiayaan mengacu pada batas kewajaaran setempat atau batasyang telah ditetapkan Pemda.

	
	
	· Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan.
· Penyusunan RKS/RKAS berdasarkan evaluasi diri sekolah.

· Dan kegiatan lain yang terkait dengan penerimaan peserta didik baru. 
	

	3

	Kegiatan pembelajaran dan ekstra kulikuler peserta didik.

	· Pembelajaran aktif dan kreatif dan menyenangkan (PAKEM untuk SD)
· Pembelajaran kontekstual (SMP)

· Pengembangan pendidikan karakter.
· Pembelajaran remedial.

· Pembelajaran pengayaan.

· Pemantapan persiapan ujian.

· Olahraga, kesenian, Karya Ilmiah remaja, Pramuka dan Palang Merah Remaja.

· Usaha Kessehatan Sekolah (UKS).

·  Pendidikan lingkungan hidup.

· Pembiayaan lomba – lomba yang tidak dibiayai dari dan Pemeintah/pemerintah daerah.
	Termasuk untuk: 
· Honor jam mengajar tambahan diluar jam pelajaran dan biaya transportasinya (termasuk di SMP terbuka).

· Biaya transportasi dan akomodasi peserta didik/ guru dalam rangka mengikuti lomba.

· Foto copy,

· Membeli alat olahraga, alat kesenian dan biaya pendaftaran mengikuti lomba

	4
	Kegiatan uangan dan ujian
	· Ulangan harian,
· Ulangan tengah semester,

· Ulangan akhir semester/ulangan kenaikan kelas,

· Ujian sekolah.
	Termasuk untuk:
· Foto copy/penggandaan soal.

· Biaya koreksi ujian.

· Pembuatan laporan pelaksanaan hasil ujian untuk disampaikan ke orang tua.

· Biaya mengawas ujian yang bukan bagian dari kewajiban tugas guru.

· Biaya transport pengawas ujian diluar sekolah tempat mengajar yang tidak dibiayai oleh pemerintah/pemerintah daerah.

	5
	Pembelian bahan – bahan habis pakai
	· Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, bahan pratikum, buku induk peserta didik, buku inventaris,

· Minuman dan makanan ringan untuk kbutuhan sehari – hari disekolah.

· Pengadaan suku cadang alat kantor.

Alat – alat kebersihan sekolah.
	

	6
	Langganan daya dan jasa 
	· Listrik, air, dan telepon, internet (fixed/mobile modem) baik dengan cara berlangganan maupun prabayar.

· Pembiayaan penggunaan internet termasuk untuk pemasangan baru.

· Membeli genset atau 
	Penggunaan internet dengan mobile modem dapat dilakukan untuk maksimal pembelian voucher sebesar Rp. 250.000/bulan. 

	
	
	jenis lainnya yang lebih cocok didaerah tertentu misalnya panel surya, jika disekolah tidak ada jaringan listrik.
	

	7
	Perawatan sekolah.
	· Pengecetan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela.

· Perbaikan mebeler,perbaikan sanitasi sekolah, (kamar mandi dan WC), perbaikan lantai, ubin/keramik dan perawatan fasillitas sekolah lainnya. 
	Kamar mandi dan WC peserta didik harus dijamin berfungs dngan baik.

	8
	Pembayaran honorarium bulanan guru honorerdan tenaga kependidikan honorer.
	· Guru honorer (hanya untuk memenuhi SPM)
· Pegawai administrasi (termasuk administrasi BOS untuk SD)

· Pegawai perpustakaan

· Penjaga sekolah, satpam, pegawai kebersihan.
	Dalam pengangkatan guru/tenaga kependidikan honorer sekolah harus mempertimbangkan batas maksimum penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai, serta kualifikasi guru honorer harus sesuai bidang yang diperlukan.

	9

	Pengembangan profesi guru

	· KKG/MGMP
· KKKS/MKKS

· Menghadiri sminar yang berkaitan langsung dengan peningkatan mutu pendidik dan ditugaskan oleh sekolah.


	· Khusus untuk sekolah yang memperoleh hibah/blockgrant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama hanya diperbolehkan menggunakan dana BOS untuk biaya transport kegiatan apabila tidak disediakkan oleh hibah/blockgrant tersebut. 

· Biaya pendaftaran dan akomodasi seminar.

	10
	Membantu peserta didik miskin.
	· Pemberian tambahan bantuan biaya transportasi bagi peserta didik miskin yang menghadapi masalah biaya transport dari dan  kesekolah.
· Membeli alat transportasi sederhana bagi peserta didik miskin yang akan menjadi barang inventaris sekolah misalnya (sepeda, perahu penyebrangan, dll)

· Membantu mmbeli seragam, sepatu dan alat tulis bagi peserta didik penerima Bantuan Siswa Miskin (BSM) atau peserta didik yang orang tuanya memiliki Kartu Perlindungan Sosial (KPS).  
	

	11
	Pembiayaan pengelolaan BOS
	· Alat Tulis Kantor (ATK termasuk tinta,printer, CD dan Flash disk)
· Penggandaan surat – surat, insentifbagi bendahara dalam rangka penyusunan laporan BOS dan biaya transportasidalam rangka mengambil dan BOS di Bank/PT Pos


	

	12
	Pembelian dan perawatan perangkat computer
	· Pembelian desktop/work station.
· Printer/printer pus scanner

	· Printer 1 unit/tahun
· Desktop/workstation maksimum 5 unituntuk SMP dan 3 unit untuk SD. Peralatan komputer tersebut harus dicatat sebagai inventaris sekolah. 

	13
	Biaya lainnya jika seluruh komponen 1 s.d 12 telah terpenuhi pendanaanya dari BOS 
	· Alat peraga / media pembelajaran.

· Mesin ketik 

· Peralatan UKS

· Pembelian meja dan kursi peserta didik jika meja dan kursi yang ada   sudah rusak berat.

	Penggunaan dana untuk komponen ini harus dilakukan melalui rapat dengan dewan guru dan komite sekolah.


2. Larangan penggunaan Dana BOS  

Dana bantuan operasional sekolah (BOS) untuk membiayai kegiatan yang telah disebutkan diatas namun ada beberapa larangan terhadap dana BOS tersebut adalah sebagai berikut:

(a) Disimpan dalam jangka waktu yang lama dengan maksud dibuangkan.
(b) Dipinjam kepada pihak lain
(c) Membiayai kegiatan yang tidak menjadi prioritas sekolah dan memerlukan biaya besar, misalnya studi banding, study tour, atau karya wisata atau sejenisnya.
(d) Membiayai kegiatan /iuran yang diselenggarakan oleh UPTD kecamatan/kabupaten/propinsi/pusat atau pihak lain (KKS/MKKS) bila pihak Sekolah tidak ikut serta dalam kegiatan tersebut 
(e) Untuk membayar bonus dan transparansi rutin guru.
(f) Untuk membiayai pakaian seragam bagi guru atau siswa untuk kepentingan pribadi
(g) Digunakan untuk rehabilitasi sedang berat
(h) Membeli barang atau peralatan yang tidak mendukung proses belajar mengajar
(i) Membangun gedung atau ruangan baru
(j) Menanamkan saham
(k) Khusus sekolah yang menerima DAK,dana BOS tidak dapat digunakan untuk memembeli buku referensi dan pengayaan untuk dikoleksi di perpustakaan 
(l) Membiayai kegiatan yang telah di biayai dari sumber lain pemerintah atau pusat atau pemerintah daerah secara penuh.
(m) Kegiatan yang tidak ada hubungannya dengan operasi sekolah dalam rangka perayaan hari besar nasional dan upacara keagamaan
(n) Membiayai kegiatan dalam rangka mengikuti pelatihan/sosialisasi terkait program BOS/perpajakan program BOS yang diselenggarakan lembaga diluar dinas pendidikan propinsi/kabupaten/kotadan kecamatan pendidikan nasional, (Depdiknas 2010).

3. Mekanisme Pembelian Barang/Jasa di Sekolah

Pembelian barang dan jasa dilakukan oleh tim manajemen BOS di sekolah dengan prinsip – prinsip sebagai berikut:

(a) Tim sekolah harus menggunkan prinsip keterbukaan dan ekonomis dalam menentukan barang dan jasa dan tempat pembeliannya.

(b) Tim harus memperhatikan kualitas barang/jasa serta ketersediaan dan kewajaran harga

(c) Untuk pembelian barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 10 jt, tim sekolah dapat memperoleh informasi melalui telepon atau menugaskan salah satu anggota tim untuk mengunjungi penyedia barang/jasa atau berbelanja langsung dengan harga yang wajar.

(d) Untuk pembelian barang/jasa dengan nilai sampai dengan Rp 10 jt, sampai dengan Rp. 25 juta, ketiga anggota tim sekolah harus mengunjungi minimal tiga penyedia barang/jasa untuk mendapat informasi harga serta melakukan perbandingan dan pencatatan

(e) Untuk pembelian barang/jasa dengan nilai sampai Rp 25 juta, tim sekolah harus meminta penawaran tertulis kepada minimal 3 penyedia barang/jasa.

(f) Tim sekolah harus membandingkan harga penawarannya dari penyedia barang/jasa dengan harga pasar dengan melakukan negoisasi harga kepada penyedia barang/jasa apabila harga penawaran lebih tinggi dari harga pasar

(g) Setelah melakukan proses tersebut diatas tim sekolah harus membuat laporan singkat tertulis tentang penetapan penyedia barang/jasa.

3. Pengawasan/Evaluasi dana  BOS    
Kegiatan pengawasan yang dimaksud dalam kegiatan ini bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan Negara dan pungutan liar serta bentuk – bentuk penyelewengan lainnya. Pengawasan yang dilakukan terhadap dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ini adalah:

a Pengawasan berdasarkan subjek
1) Pengawasan internal pengawasan yang dilakukan oleh pengawas yang ada dalam instansi yang diawasi misalnya di sekolah adalah kepala sekolah.
2) Pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh pengawasan eksternal dana BOS antara lain; tim manajemen BOS pusat, propinsi, kabupaten/kota,LSM, dan masyarakat.

b Pengawasan berdasarkan waktunya meliputi;

1) Pengawasan terus menerus yaitu pengawasan tidak tergantung pada waktu tertentu, lebih merupakan pengawasan rutin misalnya yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada bawahannya yang mengelola atau menggunakan dana BOS.

2) Pengawasan berkala yaitu pengawasan yang dilakukan setiap jangka waktu tertentu berdasarkan rencana yang dutunjukan terhadap masalah umum misalnya dilakukan setiap satu bulan, tiga bulan, semester atau tahunan

3) Pengawasan incidental yaitu pengawasan yang dilakukan secara mendadak diluar rencana kerja rutin tetapi berdasarkan keperluan. (Depdiknas,2007)

Berdasarkan Permendiknas No. 44/U/2002 komite berperan sabagai controlling agency termasuk keuangan sekolah misalnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan indicator kinerja, mengontrol apakah pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan, menandatangani RAKS.
Hammond (Dunn,2008), evaluasi program berusaha menelusuri apakah suatu proses pendidikan benar-benar efektif dalam mencapai tujuan. Menurut Stake (Thoha,2000). Evaluasi pada dasarnya merupakan suatu latihan dalam mempertimbangkan penting tidaknya sesuatu. Evaluasi adalah proses untuk merancang, memperoleh dan memberikan kelengkapan informasi yang bermanfaat bagi penentu sesuatu bobot kepentingan alternative-alternatif pada pengambilan keputusan (Stufflebeam, 1981)
Untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu program atau proyek mencapai sasaran dan tujuan yang direncanakan, maka perlu diadakan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja program tersebut seperti yang diungkapkan oleh Hikmat (2010:3) bahwa evaluasi adalah “proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja proyek untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja proyek”
Pengertian evaluasi lebih dipertegas oleh Griffin & Nix (2009:3) menyatakan:

pengukuran, penilaian dan evaluasi bersifat hierarki. Evaluasi didahului dengan penilaian (assessment), sedangkan penilaian didahului dengan pengukuran. Pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria, penilaian (assessment) merupakan kegiatanmenafsirkan dan mendeskripsikan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi merupakan penetapan nilai atau implikasi perilaku.
Anderson dalam Arikunto (2008:1) memandang evaluasi sebagai suatu proses menentukan hasil yang telah dicapai bebrapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan “. 

User (2008;120), mengatakan bahwa:
evaluasi adalah suatu proses yang ditempuh seseorang untuk memperoleh informasi yang berguna untuk menetukan mana dari dua hal atau lebih yang merupakan alternative yang diinginkan, karena penentuan atau keputusan semacam ini tidak diambil secara acak, maka alternative –alternatif itu harus diberi nilai relative, karenanya pemberian nilai itu harus memerlukan pertimbangan yang rasional berdasarkan informasi untuk proses pengambilan keputusan”.
Dari pengertian tentang evaluasi yang telah dikemukakan beberapa ahli di atas, dapat ditarik kesimpulan merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut. Karenanya, dalam keberhasilan ada dua konsep yang terdapat didalamnya yaitu efektifitas dan efesiensi. Efektifitas merupakan perbandingan antara output dan inputnya sedangkan efesiensi adalah taraf pendayagunaan input untuk menghasilkan output lewat suatu proses.
B. Kerangka Pikir
Permen No. 51 Tahun 2012 tentang petunjuk teknis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang mencakup tentang perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan dana BOS, yang dimana dalam perencanaan mencakup tentang mensosialisasikan dana BOS, menyusun RAKS, membuat TIM dan melaporkan jumlah siswa dan dalam kensep pelaksanaan mencakup tentang penyaluran dan pencairan dan BOS serta penggunaan dana BOS sedangkan dalam konsep pengawasan mencakup tentang pengawasan berdasarkan subjek dan pengawasan berdasarkan waktu.

1. Perencanaan 
a. Tahap sosialisasi merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan sebuah program yang ditujukan kepada rakyat banyak termasuk dana BOS. Tanpa sosialisasi secara menyeluruh baik kepada stakeholder maupun kepada seluruh lapisan masyarakat pada umumnya tentu program tersebut akan mengalami masalah. 

b. Penyusunan Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah (RAKS)

Mekanisme penyusunan RAKS itu diawali dengan persetujuan orangtua siswa, disesuaikan tingkat kebutuhan sekolah. Komite sekolah kemudian menyusun dan metapkannya setelah diketahui kepala sekolah. Di dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah (RAKS) juga dilibatkan partisipasi masyarakat dalam hal ini orang tua siswa. Dengan adanya pihak masyarakat dan orang tua siswa dalam penyusunan RAKS ini maka akan mampu menciptkan keterbukaan, kerja sama yang kuat, akuntabilitas dan demokrasi dalam penggunaan dana nantinya.

c. Pembentukan TIM manajemen dan laporan jumlah siswa telah dilakukan berdasarkan petunjuk teknis penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berlaku hampir setiap tahun mengalami perubahan.
2. Pelaksanaan 

a penyaluran dan pencairan 

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disalurkan setiap triwulan dalam satu tahun anggaran sekolah menerima dana BOS sebanyak tiga kali yakni Triwulan pertama (bulan januari sampai dengan bulan maret 2014). Triwulan kedua (bulan april sampai dengan bulan juni 2014). Triwulan ketiga (bulan juli sampai dengan September 2014). Triwulan ke-empat (bulan oktober sampai dengan desember 2014). Pencairan dana dilakukan oleh kepala sekolah bersama bendahara dana BOS sekolah dengan diketahui oleh komite sekolah dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peaturan yang berlaku.
b Pengunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pengunaan dana BOS di sekolah harus didasarkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antara tim manajemen BOS sekolah. Dewan guru, dan Komite sekolah, dimana dana bOS harus didaftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAKS/RAPBS

c Laporan pertanggungjawaban dan pengawasan dana BOS 

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen atau administrasi, yang merupakan tindakan yang berfungsi untuk memperhatikan kondisi yang terjadi dilapangan dengan kondisi yang diharapkan dari pembuat kebijakan. Kebijakan subsidi pendidikan yang tertuang dalam program BOS sudah seharusnya mendapatkan pengawasan yang baik dari pemerintah, karena ini merupakan program atau kebijakan pemerintah, sehingga perhatian untuk proses pengawasan pun harus diperhatikan.
3. Pengawasan 

a Pengawasan berdasarkan subjek yang melakukan (eksternal dan internal)
b Pengawasan berdasarkan waktu (terus-menerus,berkala dan mendadak)
Berdasarkan pada uraian di atas, maka yang menjadi kerangka penulis dalam melakukan penelitian agar tidak terjadi kekeliruan adalah sebagai berikut:









Gambar 2.1 Skema Kerangka Piki
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kualitatif deskriptif, yaitu suatu penelitian yang mengkaji suatu masalah secara mendalam sampai ke akar permasalahannya. Pemilihan penggunaan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dalam penelitian ini digambarkan tentang pengelolaan dana BOS sekolah pada SMP Negeri 3 Malili. 
Hal ini sesuai dengan pengertian penelitian kualitatif yaitu proses penelitian dan pemahaman berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena social dan masalah manusia. Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif yaitu jenis penelitian yang menggambarkan fenomena yang ada secara mendalam.
B. Kehadiran Peneliti
Sugiono (2013) Dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen aktif dalam upaya mengumpulkan data-data dilapangan, selain itu peneliti juga mutlak memiliki beberapa persyaratan sebagai instrumen agar data yang di kumpulkan valid dan dapat di pertanggungjawabkan.

Sehingga dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen sekaligus sebagai pengumpul data sehingga keberadaannya di lokasi penelitian mutlak diperlukan.
 Berdasarkan hal tersebut, kehadiran peneliti dalam penelitian ini tidak dapat dipisahkan dari pengamatan secara langsung. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrumen kunci dan melibatkan diri dalam pelaksanaan kegiatan yang diteliti dan bukan bermaksud mempengaruhi obyek yang akan diteliti tapi semata-mata untuk mendapatkan data yang akurat.
C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di SMP Negeri 3 Malili, dengan  penelitian  lapangan yakni dengan melakukan pengumpulan data penelitian secara langsung pada obyek dengan maksud diperoleh data lapangan yang dijamin kebenaran dalam bentuk pengajuan wawancara.
D. Sumber  Data
Pada penelitian ini informan penelitiaannya terdiri dari : 1) Kepala sekolah, 2) Kepala tata usaha, 3) Ketua komite sekolah, 4) Bendahara sekolah. Pemilihan subjek penelitian ini didasarkan pada kriteria bahwa merekalah yang berhak dan berwewenang dalam melaksanakan kegiatan manajemen keuangan sekolah serta informan tersebut masih berkecimpung dan aktif dalam kegiatan sekolah terkhusus menyangkut manajemen keuangan sekolah.
E. Prosedur  Pengumpulan Data
Pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang di tetapkan. Untuk pengumpulan data dan informasi di lapangan, maka dapat ditempuh dua  teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Wawancara 
Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Kegiatan wawancara terhadap informasi, peneliti menggunakan pedoman wawancara dan program observasi. Pedoman wawancara menjadi pemandu dalam perolehan data. Namun wawancara tidaklah terfokus pada pedoman tersebut, tetapi akan dikembangkan sesuai kondisi lapangan pada saat wawancara berlangsung.
Bentuk wawancara yang akan dilakukan adalah wawancara berstruktur dan wawancara tak berstruktur, wawancara berstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk memperoleh data pokok permasalahan tentang pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 3 Malili serta wawancara tak berstruktur yakni wawancara di lakukan secara bebas untuk melengkapi data yang diperoleh dari wawancara berstruktur.
2. Dokumentasi
Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa surat keputusan pengurus komite sekolah, surat tugas komite sekolah, program kerja komite sekolah, notulen rapat kerja dan rapat koordinasi. Dengan demikian metode dokumentasi bermaksud mencari data dengan mengklasifikasikan bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian.
Dalam penelitian ini, metode dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan mengumpulkan data melalui sumber-sumber tertulis seperti pengelolaan  dana BOS, Pembukuan dana BOS,  dan pelaporan dana BOS.
F. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data yang lainya terkumpul. Setelah data terkumpul dari hasil pengumpulan data, segera dilakukan proses mengolah data atau yang sering disebut dengan analisis data. Analisis data diartikan sebagai sebuah proses yang membawa bagaimana data diatur, mengorganisasikan apa yang ada ke dalam sebuah pola, ketegori, dan unit deskripsi dasar.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sugiyono (2013) mengemukakan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan secara bersamaan, yakni: reduksi data,penyajian data, dan verifikasi. Kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi dilakukan sebelum, selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun suatu analisis yang tangguh.
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Setelah data direduksi, langkah kedua adalah menyajikan data. Penyajian data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif, melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan sehingga akan semakin mudah dipahami. Kemudian langkah ketiga adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan yang akan bersifat kredibel apabila setelah diverifikasi ternyata data-data tersebut didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten.
G. Pengecekan Keabsahan Data  

Uji keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dikenal dengan istilah “trianggulasi data” yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Dengan trianggulasi data peneliti dapat me-rechek temuannya dengan jalan membandingkan dengan berbagai sumber, metode atau teori yang dapat dilakukan dengan jalan mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, mengecek dengan berbagai sumber data, serta memanfaatkan metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.     

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). Derajat kepercayaan keabsahan data  dapat diadakan pengecekan dengan teknik pengamatan yang tekun dan trianggulasi. Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang dicari (Sugiyono, 2013). 
H. Tahap-tahap Penelitian  
Tahapan-tahapan penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: (1) tahap pra lapangan, yang meliputi penyusunan rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian dan menyangkut persoalan etika penelitian; (2) tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data; (3) tahap analisis data, yang meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data.
BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dideskripsikan hasil penelitian dan pembahasan dari datamenyangkut fokus penelitian sebagai tindak lanjut dari hasil pengumpulan data. Berdasarkan penelusuran data di lapangan yang kemudian dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian, maka dapat disajikan hasil penelitian dan pembahasan sebagai berikut:
A. Hasil Penelitian
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
Untuk mengetahui dan memperoleh data tentang gambaran umum lokasi penelitian, pada bagian ini peneliti akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan keberadaan lokasi penelitian.
a. Sejarah singkat berdirinya SMP Negeri 3 Malili

SMP Negeri 3 Malili mulai dibuka pada tahun pelajaran 1985/1986 dan telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Baik mengenai penataan sekolah, pengadaan fasilitas belajar, guru, dan siswa baik kualitas maupun kuantitasnya .

SMP 3 Malili pernah di pimpin oleh kepala sekolah diantaranya :

1) Muh. Nur Buchari, BA

2) Sahlan Sapan

3) Hadeng Abdi, Ba 

4) Amrullah Rasyid, S.Pd

5) Drs.H. Ambo Lolo.M.M

6) Mallarangang Andi Attas,S S
b. Letak Geografis SMP Negeri 3 Malili

SMPNegeri 3Malili terletak di Jl. Taman Siswa Kabupaten Luwu Timur. Lokasi SMP ini letaknya mudah dijangkau karena dekat dari jalan poros dan berada dipusat kota. Adapun letak SMP Negeri 3 Malili dengan batas-batas sebagai berikut:

1) Sebelah Barat
: Permukiman Warga
2) Sebelah Utara
: Jalan Poros Malili

3) Sebelah Timur
: Lapangan Sepak Bola
4) Sebelah Selatan
: TPU
c. Visi, Misi dan Tujuan SMP Negeri 3Malili 

Visi dan misi merupakan landasan awal dalam merumuskan program-program yang telah di rencanakan. Visi memberikan gambaran masa depan suatu organisasi, dia berperan sebagai pemberi arahan dan motivasi kepada semua warga sekolah. Misi adalah penjabaran dari visi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Misi berperan untuk mengenalkan seekolah terhadap sumber daya yang dimiliki sekolah. Adapun visi SMP Negeri 3Malili “Unggul Dalam Prestasi Berdasarkan IPTEK Dan IMTAQ Berbudaya, Kreatif Dan Berprestasi Berdasarkan Nilai – Nilai Budaya Dan Berkarakter”. Sedangkan, misi SMP Negeri 3Malili yaitu:
1) Meningkatkan pelajaran yang inovatif dan kreatif melalui pengembangan kurikulum.
2) Mengembangkan proses pembelajaran yang sesuaidengan standar Nasional Pendidikan 

3) Mengembangkan system penilaian sesuai standar penilian. 

4) Meningkatkan kualifikasi Tenaga Pendidik.

5) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Manajemen Sekolah.

6) Menghasilkan lulusan dengan prestasi akademik dan nonakademik.

7) Mewujudkan sekolah yang berbudaya lingkungan.

d. Keadaan Siswa SMP Negeri 3Malili

Jumlah siswa SMP Negeri 3 Malili dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel 4.1 Keadaan Siswa SMP Negeri 3Malili dari Tahun Ajaran 2014/2015
	Thn. Ajaran
	Jml Pendaftar (Calon Siswa baru)
	Kelas VII
	Kelas VIII
	Kelas IX
	Jumlah

	
	
	Jmlh

Siswa
	Jmlh

Kelas
	Jmlh

Siswa
	Jmlh

Kelas
	Jmlh

Siswa
	Jmlh

Kelas
	Siswa
	Rmbel

	2013/

2014
	165 orang
	163
	5
	168
	5
	148
	5
	479
	15

	2014/

2015
	178orang
	180
	5
	160
	5
	160
	5
	500
	15


Sumber : Arsip data siswa SMP Negeri 3 Malili TP. 2014/2015

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan semakin banyak siswa maka Dana BOS yang ada disekolah tersebut semakin banyak. Melihat besarnya Dana tersebut, maka menurut peneliti perlu keseriusan Tim Manajemen BOS yang ada disekolah untuk mengelola dana tersebut agar program ini menjadi efektif.
e. Keadaan Guru/Pegawai 
Guru merupakan orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan proses belajar mengajar. Guru berkewajiban menyajikan dan menjelaskan pelajaran, membimbing, dan  mengarahkan siswa ke arah pencapaian tujuan pengajaran, dalam hal ini dibutuhkan kemampuan dan profesionalisme seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu kualitas dan kapasitas guru merupakan faktor yang palingpenting sehingga dapat meningkatkan mutu pendidikan. Adapun jumlah guru dan pegawai SMPNegeri 3 Maliliadalah sebagai berikut: 
Tabel 4.2. Keadaan Guru dan Pegawai di SMP 3Malili Tahun Pelajaran 2014/2015

	Guru/Staf
	Jumlah
	Keterangan

	Guru Tetap
	29
	Aktif

	Guru Honor Sekolah
	1
	Aktif

	Staf Tata Usaha
	8
	Aktif

	Jumlah
	38
	


Sumber: Arsip data Guru dan Pegawai SMP Negeri 3Malili TP. 2014/2015
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa guru dan pegawai yang bertugas di SMPNegeri 3Malili sebanyak 38 orang, semuanya masih aktif mengajar di SMP Negeri 3 Malili dan masing-masing guru mempunyai peran dan tugas yang sama dalam hal mendidik dan membimbing siswa.
f. Keadaan sarana dan prasarana 

Sarana prasarana sangat penting dalam menunjang lancarnya proses belajar mengajar. Alat peraga atau alat pembelajaran merupakan faktor penunjang yang penting. Hal ini untuk mempermudah pembelajaran siswa terhadap pelajaran yang dipelajari. Adapun sarana dan prasarana yang terdapat di SMP Negeri 3 Malili adalah sebagai berikut:
Tabel 4.3. Keadaan Sarana Dan Prasarana SMP Negeri 3 Malili

	No. 
	 Jenis Ruang 
	 Milik 

	
	
	 Jml 
	 Luas (m2) 
	 Jml 
	 Luas (m2) 

	 (1) 
	 (2) 
	 (3) 
	 (4) 
	 (5) 
	 (6) 

	1.
	Ruang Teori/Kelas
	34
	2.666
	 
	 

	2.
	Laboratorium IPA
	3
	271
	 
	 

	3.
	Laboratorium Kimia
	1
	150
	 
	 

	4.
	Laboratorium Fisika
	1
	120
	 
	 

	5.
	Laboratorium Biologi
	1
	150
	 
	 

	6.
	Laboratorium Bahasa
	1
	160
	 
	 

	7.
	Laboratorium IPS
	1
	120
	 
	 

	8.
	Laboratorium Komputer
	2
	144
	 
	 

	9.
	Laboratorium Multimedia
	1
	150
	 
	 

	10.
	Ruang Perpustakaan Konvensional
	1
	150
	 
	 

	11.
	Ruang Perpustakaan Multimedia
	1
	135
	 
	 

	12.
	Ruang Keterampilan
	1
	150
	 
	 

	13.
	Ruang Serba Guna/Aula
	1
	300
	 
	 

	14.
	Ruang UKS
	1
	20
	 
	 

	15.
	Ruang Praktik Kerja
	1
	50
	 
	 

	16.
	Bengkel
	1
	20
	 
	 

	17.
	Ruang Diesel
	1
	20
	 
	 

	18.
	Ruang Pameran
	1
	75
	 
	 

	19.
	Ruang Gambar
	1
	50
	 
	 

	20.
	Koperasi/Toko
	1
	86
	 
	 

	21.
	Ruang BP/BK
	1
	50
	 
	 

	22.
	Ruang Kepala Sekolah
	1
	25
	 
	 

	23.
	Ruang Guru
	2
	185
	 
	 

	24.
	Ruang TU
	1
	68
	 
	 

	25.
	Ruang OSIS
	1
	32
	 
	 

	26.
	Kamar Mandi/WC Guru Laki-laki
	2
	4
	 
	 

	27.
	Kamar Mandi/WC Guru Perempuan
	2
	4
	 
	 

	28.
	Kamar Mandi/WC Siswa Laki-laki
	3
	4
	 
	 

	29.
	Kamar Mandi/WC Siswa Perempuan
	3
	4
	 
	 

	30.
	Gudang
	2
	34
	 
	 

	31.
	Ruang Ibadah
	1
	324
	 
	 

	32.
	Sanggar MGMP
	1
	180
	 
	 

	33.
	Sanggar PKG
	1
	180
	 
	 

	34.
	Ruang Multimedia
	1
	180
	 
	 

	35.
	Ruang Pusat Belajar Guru
	1
	30
	 
	 

	36.
	Ruang Olahraga
	1
	180
	 
	 


Sumber: Arsip data keadaan sarana dan prasarana SMP Negeri 3 Malili TP 2014/2015

Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa SMP Negeri 3 Malili sebagai salah satu lembaga pendidikan yang memiliki sarana dan prasarana yang baik dalam menunjang segala aktivitas di sekolah tersebut.

2. Penyajian dan Analisis Data

Penyajian dan analisis data ini dimaksudkan untuk memaparkan atau menyajikan data-data yang diperoleh dari penelitian, yaitu yang berhubungan dengan studi tentang pengelolaan Dana BOS diSMP Negeri 3 Malili. Kemudian data yang terkumpul dianalisis agar mendapat gambaran yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian dalam penulisan skripsi ini.

Untuk mendapat data dilapangan, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Untuk menggunakan metode wawancara, peneliti mendapatkan data dari hasil wawancara dengan Kepala sekolah, Wakil kepala sekolah bagian keuangan, komite sekolah, dan bendahara Dana BOS.  Selanjutnya pada metode dokumentasi , peneliti mendapatkan data berupa dokumen/arsip pengelolaan dana BOS.
3. Analisis Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 3 Malili

Dalam sebuah lembaga pendidikan, baik lembaga tersebut berada di bawah naungan pemerintah (negeri), atau mandiri (swasta), tingkat dasar, menengah ataupun perguruan tinggi, tentu memerlukan adanya pengelolaan yang baik (efektif dan efisien), karena dengan adanya pengelolaan yang bagus diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas pendidikan secara keseluruhan di sekolah tersebut.

Mukhtar dan Iskandar (2013) mengatakan bahwa ada beberapa hal yang menjadi ciri – ciri sekolah yang efektif yaitu adanya lingkungan belajar yang nyaman bagi siswa dan guru,  adanya penghargaan yang diberikan kepada guru dan siswa yang berprestasi dan sebagainya. Hal tersebut dapat dicapai apabila sekolah memiliki pengelolaan dana BOS yang baik. Untuk itu, sekolah perlu berupaya  untuk lebih meningkatan lagi pengelolaan dana BOS sekolah. pengelolaan  dana BOS sekolah dapat dilakukan dari 3 aspek yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Bagaimana sekolah melakukan perencanaan Dana BOS, bagaimana sekolah melakukan pelaksanaan dana BOS dan juga bagaimana sekolah melakukan pengawasan dana BOS sehingga sampe kepada siswa yang berhak mendapatkan dana BOS tersebut. 

Berikut hasil wawancara di SMP Negeri 3 Malili Kabupaten Luwu Timur mengenai pengelolaan dana BOS sekolah.
a. Perencanaan Dana BOS di SMP Negeri 3 Malili
1) Mensosialisasikan Dana BOS 

Dana Bantuan operasional sekolah (BOS) merupakan progam pemerintah  yang diperuntukkan dalam rangka untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun merupakan wujud keseriusan pemerintah seebagaimana yang dianutkan dalam UU RI No.20 tahun 2003. Sosialisasi merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan sebuah program yang di tujukan kepada rakyat banyak termasuk dana  BOS. Tanpa sosialisasi menyeluruh baik kepada stackholder maupun kepada seluruh lapisan masyarakat pada umummnya tentu program tersebut akan mendapat masalah.
Pada umumnya di SMP Negeri 3 Malili, sosialisasi program dana BOS sudah dilakukan oleh pihak dinas pendidikan kepada sekolah – sekolah dan selanjutnya seolah melakukan sosialisasi kepada kepada seluruh warga sekolah dan masyarakat pada umumnya. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Bapak MA selaku kepala sekolah SMP Negeri 3 Malili  sebagai beriktut.

Dana BOS merupakan salah satu sumber pendanaan sekolah yang pasti berasal dari APBN, besarnya didasarkan pada jumlah siswa pada setiap tahun ajaran yang besarnya 1.000.000/siswa/tahun, sehingga sebelum Dana BOS turun sekolah harus menyampaikan informasi kepada seluruh stackholder (siswa dan guru) dan masyarakat dilakukan dengan menghadirkan orang tua siswa melalui komite sekolah dan dilakukan setiap ajaran (Hasil wawancara pada hari jum’at tanggal 02 Oktober 2015)

Selanjutnya hal senada, dikemukakan seorang TIM manajemen dana  BOS (bendahara) RI SMP Negeri 3 Malili Kabuaten Luwu Timur, dalam wawancara mengemukakan bahwa:
Saya terlibat langsung dalam rapat – rapat di sekolah yang melibatkan guru dalam rapat kepala sekolah meensosialisasikan adanya dana BOS disekolah yang merupakan sumber dana untuk membiayai kegiatan – kegiatan di sekolah dan dihadapan guru. Kepala sekolah menyampaikan hal – hal yang dibiayai oleh dana BOS begitu pula yang tidak dapat dibiayai oleh dana tersebut.(Hasil wawancara pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2015)
Adanya sosialisasi tentang dan bantuan operasional sekolah (BOS) kepada masyarakat terungkap dalam wawwancara dengan ketua Komite AF mengatakan bahwa:

Kami terlibat rapat komite setiap tahuun ajaran baru karena diundang oleh kepala sekolah, kami mengundang orang tua siswa baru. Dalam rapat kepala sekolah membacakan jumlah siswa kemudian menyampaikan besarnya dana BOS yang diterima oleh sekolah setiap tahunnya. Jumlah dana BOS itu setiap tahun jumlahnya tidak tetap sesuai jumlah siswa yaitu Rp. 1.000.000/siswa/tahun. Kepala sekolah setiap tahun menyampaikan kepada orang tua siswa baru bahwa setiap tahun siswa mengalami peningkatan sehingga jumlah dana BOS yang diterima seiap tahun berbeda – beda. (Hasil wawancara pada hari selasa tanggal 06 Oktober 2015)

Untuk membuktikan kebenaran data yang diperoleh peneliti dari tim manajemen dana Bantuan Operasional Sekolah BOS SMP Negeri 3 Malili (kepala sekolah, bendahara) Kabupaten Luwu Timur maka diperlukan triangulasi sumber dengan wawancara dengan seorang guru SMP Negeri 3 Malili sebagai berikut:

Besarnya dana BOS setiap tahun itu sesuai denga jumlah siswa yaitu Rp.1.000.000./siswa/tahun. Ini semua lapisan masyarakat mengetahuinya, kepala sekolah dan bendahara selalu mensosialisasikannya, kepada guru pada saat rapat disekolah. Kepala sekolah selalu membacakan RKAS (MS pada hari rabu tanggal 07 Oktober 2015).

Hal senada dikemukakan oleh Ibu RI selaku bendahara dana BOS mengatakan bahwa: 

Saya melihat terlibat dalam rapat kerja karena diminta oleh kepala sekolah. Kami mengetahui adanya dana BOS ini sejak tahun 2005 dan betul merupakan  sumber dana sekolah yang utama. (Hasil wawancara pada hari sabtu tanggal 03Oktober 2015)

Pendapat yang dikemukakan oleh sumber menunjukan bahwa sosialisasi dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) pada kegiatan perencanaan dan BOS, kepala sekolah selaku manajer beserta Tim Manajemen Dana  BOS yaitu Bendahara selaku pengelola senantiasa melakukan sosialisasi tentang adanya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) kepada siswa, guru, dan masyarakat pada umumnya. 
2) Penyusunan Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah di SMP Negeri 3 Malili.
Perencanaan keuangan sekolah adalah kegiatan penyusunan anggaran  yang dituangkan dalamRAKS. Penyusunan RAKS merupakan kewajiban bagi setiap sekolah sebagai satuan pendidikan sebagaimana tertuang dalam Permendiknas No. 19 tahun 2005 pasal 53 tentang Standar Nasional Pendidikan.

Berdasarkan hasil penelitian pada umumnya SMP Negeri 3 Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur sudah menyusun Anggaran Kegiatan Sekolah dan dana BOS sebagai salah satu sumber penerimanya sebagaimana di ungkapkan.Dalam wawancara dengan MA, kepala SMP Negeri 3 Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur mengemukakan bahwa: 

Bahwa dana BOS dimasukkan kedalam RAKS sebagai salah satu penerimaan. RAKS disusun beersama stackholder yang kami anggap berkompeten. Dalam sebuah rapat  kerja, RAKS merupakan rencana perolehan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber pendapatan serta susunan program tahunan. RAKS membuat sumber pendapatan, jenis kegiatan dan jumlah biaya yang dibutuhkan salah satu penerimaan diantaranya dana BOS jumlah nominalnya dalam satu tahun bervariasi. RAKS ditandatangani oleh Komite sekolah, kepala sekolah, dan bendahara dana BOS   (Hasil wawancara pada hari jum’at tanggal 02 Oktober 2015).

Penyusunan RKAS di SMP Negeri 3 Malili telah memenuhi prinsip efektivitas karena kegiatan sekolah dibiayai dengan menggunakan dana yang tersedia sesuai dengan rencana dan berdasarkan keterangan kepala sekolah bahwa setiap tahun jumlah siswa yang masuk mengalami peningkatan menunjukan bahwa animo anak bersekolah dan orang tua menyekolahkan anaknya mengalami peningkatan. 

Pada umumnya sekolah SMP Negeri 3 Malili dalam menyusun RAKS memenuhi prinsip efesiensi terlihat pada rencana penggunaan dana BOS sebagai penjabaran dari RAKS tersebut  memperlihatkan bahwa sekolah membiayai kegiatan yang dibutuhkan oleh sekolah. Terlihat adanya asas kecermatan karena disusun oleh guru yang berkompeten atau memiliki pengalaman yang cukup.

Rencana Anggaran Kegiatan Sekolah (RAKS) adalah rencana biaya dan pendanaan rinci yang hanya dibuat satu tahun/satu tahun ajaran mendatang. Rencana anggaran kegiatan sekolah (RAKS) merupakan dokumen anggaran sekolah resmi yang harus ditandatangani oleh komite sekolah dan kepala sekolah sebagai pertanggungjawaban perumusan RAKS sehingga menjadi anggaran pendapatan dan belanja sekolah lebih lanjut MA, selaku kepala sekolah SMP Negeri 3 Malili menjelaskan bahwa: (wawancara pada hari jum’at 02 Oktober 2015) 

Setiap tahun kepala sekolah mengadakan rapat pembahasan rencana anggaran dan kegiatan sekolah (RAKS) yang rutin dilaksanakan diawal tahun. Rapat ini bertujuan untuk menyusun anggaran pembiayaan  kegiatan sekolah, belanja pegawai, dan belanja barang dan jasa. Anggaran ini yang nantinya mengatur berapa besar yang harus dikeluarkan untuk biaya kegiatan sekolah, berapa  besar untuk belanja pegawai, dan berapa besar untuk belanja barang dan jasa. Yang kemudian disesuaikan dengan jumlah penerimaan dana yang akan masuk kesekolah. Perencanaan alokasi penggunaan dana diutamakan untuk kepentingan siswa, kemudian belanja pegawai, dan selanjutnya barang dan jasa.   ( MS Hasil wawancara pada hari sabtu tanggal 03Oktober 2015)
Berdasarkan kedua pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa setiap tahun anggaran baru sekolah mengadakan rapat perencanaan anggaran penerimaan dan pengeluaran sekolah yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah, belanja pegawai dan belanja balanja barang dan jasa. Dimana dalam rapat tersebut sekolah mengumpulkan warga sekolah termasuk dewan guru untuk membicarakan kebutuhan – kebutuhan sekolah yang akan dimasukkan kedalam anggaran sehingga perencanaan anggaran yang dibuat nantinya dapat memenuhi semua kebutuhan sekolah dan tidak akan mengalami kendala dalam menjalankan kegiatan – kegiatan sekolah terutama proses belajar  mengajar. 

Dalam hal ini RI Bendahara SMP Negeri 3 Malili mengemukakan bahwa “ Jumlah anggaran yang diajukan oleh sekolah didalam penyusunan RAKS selalu sama dengan jumlah anggaran yang diterima”. Hal ini diperkuat oleh peryataan YM, menyatakan bahwa:

Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah (RAKS) yang dibuat pihak sekolah kemudian diserahkan kepada pemerintah pusat untuk dijadikan acuan dalam pengeluaran dana untuk sekolah dan biasanya besar anggaran yang diperoleh sesuai dengan Rencana dan Anggaran sekolah (RAKS) yang diusulkan sebelumnya. (Hasil wawancara pada hari kamis tanggal 08 Oktober 2015)
Dari pernyataan diatas menunjukkan bahwa setiap sekolah menerima dana dari pemerintah untuk kegiatan – kegiatan sekolah selalu berdasarkan dengan Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah (RAKS) yang telah dibuat oleh masing – masing sekolah. Dengan berpedoman dari RAKS diharapkan semua kegiatan – kegiatan maupun anggaran yang diterima oleh sekolah dapat digunakan secara maksimal.  

Manfaat dengan adanya Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah (RAKS) juga diungkapkan oleh RI selaku bendahara BOS di SMP Negeri 3 Malili yang mengemukakan bahwa:

Dengan adanya RAKS ini maka sekolah lebih mudah dalam mengontrol keuangan sekolah dan didalam RAKS sudah terdapat dana yang akan diterima yang berasal dari berbagai sumber dan dan rencana biaya – biaya yang akan dikeluarkan untuk membiayai kegiatan operasional sekolah seperti pemenuhan belanja pegawai  belanja barang dan jasa ( belanja bahan habis pakai, belanja bahan/alat material, belanja jasa kantor, belanja cetak dan penggandaan, belanja makanan  dan minuman, belanja perjalanan dinas), belanja pemeliharaan dan kegiatan siswa.(Hasil wawancara pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2015)
Senada dengan pernyataan RI bendahara dana BOS SMP Negeri 3 Malili mengungkapkan bahwa” dengan adanya RAKS ini maka sekolah lebih gampang mengatur keuangan sekolah dan kegiatan – kegiatan nantinya akan dilakukan oleh sekolah” (Hasil wawancara pada hari sabtu 03 Oktober) 

Penyusunan Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah berbeda dari sebelumnya, perbedaan ini disebabkan karena dana BOS sudah masuk sebagai salah satu sumber penerimaan sekolah dikeluarkannya dana BOS.

Hasil wawancara dengan RI selaku bendahara SMP Negeri 3 Malili juga mengungkapkan bahwa: 

Terdapat perbedaan penyusunan RAKS setelah adanya dana BOS, dimana sebelumnya rancangan penggunaan dan sekolah hanya mengacu pada anggaran rutin dan kemudian dikelolah secara bersama-sama dalam pengurusan administrasi sekolahnya tetapi setelah adanya dana BOS, maka penyusunan RAKS mengalami perubahan dimana sumber penerimaan sekolah sudah ditambah dengan dana BOS dan petunjuk penggunaan dana sudah ditetapkan didalam buku petunjuk dan BOS. (Hasil wawancara pada hari sabtu. tanggal 03 Oktober 2015)
Mekanisme penyusunan RAKS itu diawali dengan persetujuan orang tua siswa,disesuaikan tingkat kebutuhan disekolah. Komite sekolah kemudian menyusun dan menetapkannya setelah diketahui bahwa kepala sekolah. Didalam penyusunan Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah (RAKS) juga dilibatkan partisipasi masyarakat dan orang tua siswa. Dengan adanya pihak dalam penyusunan RAKS ini maka akan mampu menciptakan keterbukaan, kerjasama yang kuat, akuntabilitas dan demokrasi dalam penggunaan dana nantinya.

Hal yang sama juga dijelaskan oleh MA, kepala SMP Negeri 3 Malili mengatakan bahwa: 

Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah (RAKS) baru bisa diserahkan apabila sudah mendapat persetujuan dari orang tua siswa, kemudian komite sekolah menyusun dan menetapkan dengan persetujuan kepala sekolah. Karena yang bertandatangan dalam RAKS ini adalah kepala sekolah, komite sekolah, dan bendahara. Lebih lanjut juga mengungkapkan bahwa dalam rapat penyusunan RAKS beberapa orang dilibatkan untuk membuat rencana anggaran ini seperti dewan guru, ketua komite, kepala sekolah, dan bendahara. Peserta rapat dapat memberikan masukan tentang kebutuhan sekolah yang akan dimasukkan kedalam perencanaan anggaran. (Hasil wawancara pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015)
Senada dengan pernyataan diatas YM ( guru SMP Negeri 3 Malili ) menyatakan bahwa:

Pihak sekolah memang sudah melibatkan saya dalam penyusunan Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah (RAKS) dengan mengundang saya dalam rapat pembahasan rencana penggunaan dana dan pihak sekolah sangat terbuka dalam menerima saran, masukan, pendapat, usulan kepada sekolah terkait dengan pengelolaan BOS disekolah. Saya dilibatkan hanya sebatas penyusunan Anngaran saja dan selanjutnya dalam proses pengelolaan anggaran sudah tidak lagi. (Hasil wawancara pada hari rabu tanggal 08 Oktober 2015)
Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh ibu FT salah satu orang tua murid yang menyatakan bahwa:

Saya selaku orang tua siswa tidak pernah diundang oleh pihak sekolah untuk ikut rapat penyusunan rencana anggaran. Sehingga saya tidaktahu mengenai hal – hala pa saja yang dibahas di dalam RAKS dan berapa besar dana yang diterima ataupun yang dikeluarkan oleh sekolah setiap tahunnya. (Hasil wawancara pada hari kamis tanggal 08 Oktober 2015)
Di dalam rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah (RAKS), dana BOS sudah terdaftar sebagai salah satu sumber penerimaan sekolah disamping dana yang diperoleh dari pemda atau sumber lain yang sah. Bantuan Opersional Sekolah (BOS) saat ini merupakan sumber pembiayaan sekolah yang utama, dengan besaran dana yang diterima dan dihitung berdasarkan jumlah siswa. 

Lebih lanjut ibu RI selaku bendahara dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) menjelaskan bahwa:

Didalam RAKS,secara jelas dituliskan sumber- sumber penerimaan dana yang diterima oleh sekolah. Salah satunya yaitu dana Bantuan Operasional Sekolah yang diterima per triwulan dan dalam satu tahun sebanyak Rp. 498.000.000 yang digunakan untuk kegiatan operasional dan pendapatan rutin dari APBN yang digunakan untuk belanja pegawai, seperti pembayaran honorarium.(Hasil wawancara pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2015)
Hasil wawancara dengan Bapak MA, kepala sekolah SMP Negeri 3 Malili juga menjelaskan bahwa:

Didalam pengelolaan dana BOS saya secara otomatis mempunyai tugas sebagai penanggungjawab. Dalam pengelolaan dana ini saya tidak bekerja sendiri, saya bekerja dalam sebuah TIM  yang terdiri dari bendahara dan komite sekolah. (hasil wawancara pada hari jumat 02 Oktober 2015)

Hal yang sama juga dikemukakan oleh RI selaku bendahara BOS mengatakan bahwa: 

Saya ditugaskan oleh kepala msekolah sebagai bendahara BOS tugas saya yakni mengerjakan administrasi keuangan sekolah dan membuat laporan keuangan sekolah dan membuat laporan pertanggungjawaban. (hasil wawancara pada hari sabtu 03 Oktober 2015).

Demikian juga yang diungkapkan oleh AF selaku komite sekolah menatakan bahwa: 

Saya selaku komite sekolah tugas saya disini adalah membantu bendahara mengelola dana BOS sekaligus mengawasi mereka dalam pemakaian dan pembuatan laporan pertanggungjawabannya. (hasil wawancara pada hari selasa tanggal 06 Oktober 2015). 

3) Pembentukan TIM Manajemen BOS dan laporan jumlah siswa
Pembentukan TIM Manajemen BOS disekolah dan laporan jumlah siswa kepada TIM manajemen BOS tingkat Kabupaten oleh sekolah – sekolah khususnya SMP Negeri 3 MaliliKecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan berdasarkan petunjuk teknis penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang berlaku yang hampir setiap tahun mengalami perubahan. Petunjuk teknis penggunaan dana BOS yang berlaku mulai tahun 2008 sampai tahun 2010 disebutkan bahwa TIM manajemen BOS ditingkat sekolah beranggotakan kepala sekolah (penanggungjawab), guru (bendahara), dan wakil orang tua siswa ( anggota). 

Berdasarkan hasil penelitian dari pengambilan data dengan teknik dokumentasi diperoleh data berupa dokumen tentang laporan perkembangan jumlah siswa setiap bulan yang termuat dalam laporan bulanan sekolah ke Dinas Pendidikan tingkat Kabupaten. 

Untuk memperjelas data diatas peneliti melakukan wawancara dengan MA, selaku kepala sekolah SMP Negeri 3 Malili mengatakan bahwa:

Sebelum dana BOS ini ditetapkan oleh TIM manajemen Kabupaten sekolah harus mempersiapkan data jumlah siswa yang akurat sebagai dasar penentuan besarnya dana, karena kalau lebih kami disuruh mengembalikan tapi kalau kurang biasanya tidak langsung ditambah. Bersama stackholdersekolah membuat RAKS setiap awal tahun dan BOS salah satu sumber penerimaan, menunjuk pengelola BOS tingkat sekolah, RAKS itu disusun bersama guru yang dinggap berpengalaman kemudian di tandatangani oleh kepala sekolah, komite sekolah, dan bendahara. Untuk mengelolah dana BOS tersebut. ( hasil wawancara pada hari jumat 02 Oktober 2015). 

Selanjutnya hal senada dikemukakan oleh ibu RI selaku bendahara dana BOS SMP Negeri 3 Malili dalam wawancara mengatakan bahwa:

Saya terlibat langsung menyusun RAKS di sekolah dan di tugaskan sebagai bendahara dana BOS SMP Negeri 3 Malili mungkin karena kepala sekolah menganggap bahwa saya lebih tahu dan mengerti tentang dana BOS. (hasil wawancara pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2015). 

Hasil wawancara diatas menunjukan bahwa pembentukan TIM manajemen  dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Malili sudah sepenuhnya mengacu pada petunjuk teknis penggunaan dana BOS yang terbaru. Laporan jumlah siswa kepada Dinas Pendidikan setiap bulan sepenuhnya dilakukan oleh SMP Negeri 3 Malili Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur.

TIM manajemen BOS di SMP Negeri 3 Malili  kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur yaitu penanggungjawab, bendahara dan ketua komite 

:

b.  Pelaksanaan dana BOS di SMP Negeri 3 Malili  
1. Penyaluran dan pencairan dana BOS

Pencairan dana BOS oleh TIM manajemen BOS tingkat sekolah atau kepala sekolah, bendahara dan diketahui oleh komite sekolah. Sebelum melakukan pencairan di Bank BRI yang ada di Kabupaten Luwu Timur, kepala sekolah bersama Tim Manajemen BOS tingkat kabupaten melakukan penandatanganan surat perjanjian pemberian bantuan, kemudian mengambil poengantar pencairan dana BOS tersebut. Selanjutnya slip penarikan BANK ditandatangani oleh TIM manajemen BOS tingkat sekolah atau kepala sekolah, bendahara dan komite sekolah. 

Mekanisme penyaluran dana BOS sesuai denga buku petunjuk teknik Dana BOS hal 23 yaitu syarat penyaluran dana BOS adalah: a) bagi sekolah yang belum memiliki rekening rutin, harus membuka harus membuka rekening atas nama sekolah (tidak atas nama pribadi), b) sekolah mengrimkan nomor rekening tersebut kepada TIM manajemen BOS kabupaten/kota, c) Tim manajemen BOS Kabupaten /kota melakukan verifikasi dan mengkompilasi nomor rekening sekolah dan selanjutnya dikirim kepada TIM Manajemen BOS Provinsi. 
Hal yang sama diungkapkan oleh MA, selaku kepala sekolah SMP Negeri 3 Malili  mengatakan bahwa: 

Pihak sekolah terlebih dahulu membuat rekening baru atas nama SMP Negeri 3 Malili kemudian setelah ini nomor rekening yang didapatkan dikirim kepada TIM Manajemen BOS Kabupaten/Kota. Dana BOS ditransfer kerekening rutin sekolah oleh lembaga penyalur kantor Pos/Bank. Proses pencairan juga baru bisa dilakukan setelah pihak sekolah mengambil surat rekomendasi pencairan dana BOS di kantor Dinas pendidikan. (hasil wawancara pada hari jumat tanggal 02 Oktober 2015) 

Mekanisme penyaluran dana BOS berbeda dengan tahun sebelumnya dimana dulu dana dari Kementerian Pendidikan Nasional langsung disalurkan ke rekening sekolah dan tahun ini proses penyaluran sedikit lebih panjang dimana Kementerian Pendidikan terlebih dahulu memberikan info jumlah sekolahdan siswa tiap Kabupaten/ Kota kepada Kas Umum Negara Kementerian Keuangan sekaligus menetapkan alokasi anggaran dana BOS per Kabupaten/Kota dan alokasi anggaran per sekolah yang kemudian diserahkan ke Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota (BUD/PPKD) setelah itu dana ditransfer kepada dinas pendidikan setempat yang berwenang dalam hal ini BPP (Bendahara (Pengeluaran Pembantu) dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran), sekaligus menyerahkan surat persetujuan Pembayaran Dana (SP2D). dan kemudian di transfer ke sekolah – sekolah. 

Perbedaan mekanisme pentaluran juga diungkapkan oleh RI selaku bendahara dana BOS di SMP Negeri 3 Malili mengatakan bahwa: 

Mekanisme penyaluran dana yang sebelumnya lebih sederhana dibandingkan dengan tahun ini. Dimana sejak sekolah ini menerima BOS pada tahun 2005-2011 dana langsung ditransfer ke rekening sekolah dan bisa langsung di cairkan tetapi sejak tahun 2012 dana dari pusat di transfer ke Kabupaten/Kota kemudian baru ditransfer ke rekening sekolah. (hasil wawancara pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2015). 

Penyaluran dana BOS dilakukan secara bertahap yang tahun ini harus melalui transfer ke rekening Kas Umum Pemerintah Daerah dengan diberikan secara triwulan, sebagai berikut: 

1. Triwulan pertama (bulan januari sampai denga bulan maret 2014)

2. Triwulan kedua (bulan april sampai juni 2014)

3. Triwulan ketiga (bulan juni sampai dengan September 2014)

4. Triwulan ke-empat (bulan Oktober sampai dengan desember 2015)

Hal yang sama juga diungkapkan oleh RI selaku bendahara dana BOS SMP Negeri 3 Malili mengatakan bahwa: 

Penerimaan dana BOS di SMP Negeri 3 Malili  diterima secara triwulan dimana dalam satu tahun sekolah menerima dana BOS sebanyak 4 kali. (hasil wawancara pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2015). 
Pengambilan dana BOS dilakukan oleh kepala sekolah (bendahara BOS sekolah) denga diketahui oleh ketua komite sekolah dan dapat dilakukan sewaktu – waktu sesuai denga kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Dana BOS harus diterima secara utuh dan diperkenankan adanya pemotongan atau pemungutan biaya apapun dengan alasan apapun oleh pihak manapun. 

Prinsip dasar penyaluran Dana BOS 2014 yaitu harus tepat waktu, tepat jumlah dan tepat penbggunaan. Ketiga prinsip penyaluran dana BOS ke Kabupaten/Kota yaitu:

a) Prinsip pertama terkait ketepatan. “Transfer dana BOS harus satu waktu. Ini penting karena BOS mengcover sekitar 70 persen operasional sekolah. 

b) Prinsip kedua adalah tepat jumlah. Dana BOS harus dipastikan antara jumlah dana yang diterima harus sama dengan jumlah siswa disekolah. Oleh karena itu harus mengukur validitas di tingkat sekolah. Selain itu dana BOS harus berupa uang, bukan barang.

c) Prinsip ketiga tepat penggunaan. Sekolah harus sejak awal sudah dapat merencanakan terhadap penggunaan dana BOS dengan prinsip tranparansi dan akuntabel serta dapat diumumkan secara berkala minimal 3 bulan sekali. BOS menjadi domain public, tapi setiap saat orang bisa menanyakan laporan BOS. 
Prinsip penyaluran dana BOS pada point pertama adalah ketepatan waktu penyalura. Oleh Karena hampir 70 persen dana operasional sekolah berasal dari dana BOS. Keterlambatan penyaluran sedikit saja akan memicu masalah korupsi sistemis dan masalah kompleks. Hal yang ditemui dilapangan bahwa penyaluran selalu mengalami keterlambatan dimana pada triwulan ketiga saja dana bru bisa dicairkan pada bulan September ini. Padahal, dana BOS pada triwulan ketiga harus membiayai kegiatan operasional sekolah terhitung bulan juli – September.

Pernyataan diatas dibenarkan juga oleh kepala sekolah Bapak MA mengatakan bahwa:

Dana BOS baru masuk ke rekening sekolah pada tanggal 7 september 2014, padahal dana pada triwulan ini harus membiayai operasional sekolah dari bulan juli yang lalu. Akibatnya, sekolah terpaksa berutang pada berbagai toko untuk memenuhi kebutuhan operasional merek karena keterlambatan dana BOS. Misalnya pemenuhan biaya ATK siswa dan pengadaan buku teks pelajaran, semuanya merupakan penunjang dalam proses belajar mengajar dikelas. Oleh karena itu sekolah harus mengupayakan untuk memenuhi itu semua dengan harus mengutang pada took dan akan dibayarkan setelah dan BOS di cairkan. (hasil wawancara pada hari jumat tanggal 02 Oktober 2015).

2. Penggunaan Dana BOS di SMP Negeri 3 Malili

Sesuai dengan buku pedoman penggunaan dana BOS tentang besar biaya satuan BOS yang diterima oleh sekolah yakni : 1) besarnya dana BOS untuk SD yang masing – masing besarnya adalah Rp. 400.000/siswa/tahun,- untuk kota dan Rp. 397.000,- untuk kabupaten sedangkan, 2) besarnya dana BOS untuk SMP masing – masing adalah sebesar Rp. 575.000,-/siswa/tahun untuk Kota dan sebasar Rp. 570.000,-/siswa/tahun untuk Kota dan sebesar Rp. 570.000.,- untuk Kabupaten.

Pernyataan diatas juga ditambahkan oleh Bapak MM  selaku kepala sekolahSMP Negeri 3 Malili mengatakan bahwa: 

Besarnya dana yang diterima oleh sekolah sebesar Rp. 498.000.000,- setiap tahun. Dana BOS diterima secara berangsur yakni sebanyak empat jumlah yang diterima ditentukan oleh banyaknya jumlah siswa. (hasil wawancara pada hari jumat tanggal 02 Oktober). 

Didalam buku pedoman Dana BOS hal 2 dituliskan secara umum program BOS itu bertujuan untuk membebaskan pungutan bagi seluruh siswa SMP negeri dan swasta terhadap biaya Operasional sekolah, kecuali pada rintisan sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI). Selanjutnya bisa digunakan pula untuk membebaskan pengutuan seluruh siswa miskin dari seluruh pungutan dalam bentuk apapun baik disekolah negeri maupun swasta dan meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa disekolah swasta. Dana BOS dalam peraturan PP No. 48 Tahun 2008 meliputi biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan atau pengelolaan pendidikan dan biaya pribadi peserta didik (siswa). Dana BOS dapat pula dipakai untuk membayar gaji guru honor, beasiswa pendidikan siswa berprestasi, biaya pemeliharaan sarana dan prasarana dan biaya operasional lain – lain sekolah. 

RI juga menjelaskan mengenai penggunaan dana BOS SMP Negeri 3 Malili mengatakan bahwa: 

Prioritas utama penggunaan dana BOS adalah pemenuhan kebutuhan siswa seperti pembelian ATK siswa dan pembiayaan kegiatan pembinaan aktrakulikuler. Hal ini bisa dilihat dari laporan perincian pada bulan april-juni dimana untuk pembayara ATK siswa sekolah harus mengeluarkan dana sebesar Rp. 2.000.000,- pembayaran biaya buku teks pelajaran sebesar Rp. 5.500.000,- dan lain hal. Sedangkan untuk belanja pegawai hanya 20% dari total nominal dana BOS, sekolah membayar biaya honorer guru, dan tenaga kependidikan sebesar Rp. 1.500.000 dengan jumlah pegawai sebanayak 3 orang. (hasil wawancara pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2015).

Lebih lanjut RI mengatakan bahwa:

Sekolah juga memberikan bantuan kepada siswa – siswa yang kurang mampu dengan memberikan uang transport kepada siswa yang rumahnya jauh dari sekolah. Akan tetapi hanya berjalan pada awal –awal penerimaan dana BOS karena pemerintah provinsi juga memberikan bantuan dengan mengeluarkan program beasiswa kepada siswa miskin dan hampir semua siswa di SMP Negeri 3 Malili menerima beasiswa tersebut. (hasil wawancara pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2015).

Hal ini dipertegas oleh MS dan YM dewan guru SMP Negeri 3 Malili mengatakan bahwa:

Sekolah mengadakan pembinaan terhadap kegiatan ektrakulikuler, deperti kegiatan pramuka dan kegiatan keolahragaan serta memperbaiki beberapa fasilitas sekolah seperti perbaikan kursi dan meja yang banyak mengalami kerusakan dan meja yang banyak mengalami kerusakan dan pengecetan dinding kelas. (hasil wawancara pada hari rabu tanggal 07 Oktober 2015). 

Dari beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa dana BOS digunakan untuk membiayai kegiatan – kegiatan sekolah, yang utamanya pemenuhan kebutuhan siswa seperti ATK dan pemberian Bantuan kepada siswa – siswa yang kurang mampu. Dana juga digunakan untuk belanja pegawai seperti pembayaran honorarium bagi guru sukarela dengan pengalokasian dana sebesar 20% dari total dana. Selain itu dapat digunakan untuk pembinaan kegiatan – kegiatan ektrakulikuler dengan pemberian honor kepada guru pembimbing dan uang transport bagi siswa serta perbaikan – perbaikan fasilitas – fasilitas sekolah. 

Peraturan menteri pendidikan nasional (Permendiknas) No.37  tahun 2010 tentang petunjuk teknis penggunaan dana BOS tahun 2012. Dengan pembatasan belanja pegawai sangat merugikan guru honorer dan pegawai tidak tetap. 

MA mengatakan bahwa:

Pembatasan penggunaan dana untuk belanja pegawai (honor guru)maksimal 20% sangat dikeluhkan bagi mereka yang masih honor, karena dengan adanya aturan ini, pendapatan mereka menjadi menurun sehingga berpengaruh terhadap kinerja mereka. Belum lagi kalau dana BOS terlambat dicairkan, maka harus menggu untuk pembayaran gaji mereka. (Hasil wawancara pada hari Jumat tanggal 02 Oktober 2015)
MA sebagai kepala sekolah SMP Negeri 3 Malili mengungkapkan bahwa “Dalam setiap pembelanjaan dana BOS, pihak sekolah berkewajiban untuk membayar pajak yang besarnya sudah ditentukan”. Hal tersebut secara rinci dijelaskan

Kewajiban perpajakan yang terkait dengan belanja barang seperti pembelian ATK/bahan/penggandaan dan lain-lain memungut PPh pasal 22 sebesar 1.5%dari nilai pembelian, pengadaan buku pelajaran pokok dan buku penunjang untuk perpustakaan memungut PPh Pasal 22 sebesar 1.5% dari nilai pembelian tidak termasuk PPN dalam hal nilai pembelian tersebut tidak melebihi jumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), dan atas pembayaran honor kepada gurur non PNS harus dipotong PPh pasal 21 sebesar 5% dari jumlah honor. Kewajiban perpajakan yang terkait untuk membayar honor tukang bengunan atau tukang kebun sekolah yang melaksanakan kegiatan pemeliharaan atau perawatan sekolah memotong PPh Pasal 21. (hasil wawancara pada hari jumat tanggal 02 Oktober 2015) 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa disetiap pembelanjaan dari Dana BOS diharuskan membayar pajak dengan ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam buku panduan penggunaan dana BOS. Pungutan pajak berlaku disetiap pembelanjaan baik yang digunakan untuk pembelanjaan barang, pembelanjaan jasa, kewajiban nea materai atau dokumen – dokumen seperti kontrak atau bukti pengeluaran dengan nilai materai Rp. 3.000,- atau materai Rp.6.000,- sesuai dengan PP No. 24 Tahun 2003 serta kewajiban pemotongan PPh 21 atas honorarium.

Manfaat yang sudah diperoleh oleh sekolah setelah adanya dana BOS. Berdasarkan wawancara dengan MS menyatakan bahwa: 

Adanya dana BOS bermanfaat sekali dalam mendukung proses belajar siswa seperti biaya pembelian alat tulis, buku pelajaran, ujian, perawatan sekolah, hingga membayar gaji guru honorer serta pemenuhan kelengkapan peralatan untuk kegiatan ektrakurikuler. (Hasil wawancara pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015)
FT, juga mengungkapkan manfaat yang sudah diperoleh dari dana BOS: 

Sejak adanya Dana BOS, sekolah lebih banyak menyediakan buku – buku pelajaran dan buku – buku pengayaan lainnya yang ada di perpustakaan meskipun masih terbilang sedikit. (Hasil wawancara pada hari kamis tanggal 08 Oktober 2015)
Dari pernyataan diatas, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya dana Bantuan Operasional Sekolah yang dikeluarkan oleh pemerintah sangat membantu sekolah dalam hal proses belejar mengajar.

Pro kontra penyaluran dana BOS, terus dikeluhkan para orang tua siswa. Banyak orang tua siswa belum mengetahui peruntukkan dana BOS, penyalurannya melalui Bank mana, dikelola oleh sisapa,masih menjadi pertanyaan bagi orang tua siswa. Salah satu orang tua sioswa di SMP Negeri 3 Malili EY dalam wawancara (pada tanggal 08 Oktober 2015) mengungkapkan bahwa:

Sebagai orang tua, kami tidak tahu ke Bank mana dana BOS disalurkan, berapa besaran dana yang diterima oleh sekolah dan digunakan untuk apa saja dana itu. 

Beberapa kendala dari pengelolaan dana BOS itu diungkapkan oleh WM antara lain:

Seperti dalam pembinaan kegiatan ektrakulikuler dalam bidang keolahragaan. Setiap sore para guru harus melatih siswa, namun mereka mengeluhkan tentang pembayaran uang transportasi dan uang lelah yang masih kurang tetapi bendahara tidak mempunyai cukup dana untuk itu sehingga pembinaan menjadi sedikit terbengkalai karena dibutuhkan kerelaan guru untuk membina tanpa harus mendapat upah. (Hasil wawancara pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2015)
3 Laporan Pertanggungjawaban dana BOS 


Setiap triwulan pihak sekolah harus menyerahkan lporan pertanggungjawaban dimana jadwal penyerahan ditentukan sebagai berikut :

1) Laporan triwulan pertama paling lambat akhir bulan maret 2015

2) Laporan triwulan kedua paling lambat akhir bulan juni 2015

3) Laporan triwulan ketiga paling lambat akhir bulan September 2015

4) Laporan triwulan ke-empat paling lambat akhir bulan desember 2015

MA secara rinci menjelaskan proses pembuatan Surat Laporan Pertanggungjawaban dana BOS yakni: 

Untuk pelaporan biasanya paling lambat 10 hari sebelum triwulan berakhir, atau setiap tanggal 20 akhir bulan pada triwulan yang bersangkutan. Format pertama yang diperlukan adalah realisasi penggunaan dan BOS tiap jenis anggaran. Kemudian buku Kas Umum, Pembantu Kas, pembantu BANK dan pembantu pajak. Format BOS K – 2 ini terdiri atas pengeluaran (1) dan penerimaan (II). Penerimaan terdiri atas rutin dan BOS yang termasuk ke dalam penerimaan rutin adalah gaji PNS dan Tunjangan Daerah. Kolom jumlah adalah penjumlahan dari Rutin dengan BOS, baik BOS Pusat, provinsi dan Kabupaten. Kemudian pada kolom atau bagian pengeluaran, terdapat dua jenis pengeluaran, yaitu program sekolah dan Non program Sekolah. Untuk program sekolah diisi dengan program sekolah yang memang telah di programkan oleh sekolah dan bersifat rutin, artinya dilakukan secara berkesinambungan dan terjadwal, misalnya program KKG/KGMP, atau sejenisnya atau program pelatihan lainnya. Untuk Non program sekolah terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Belanja pegawai seperti biasanya, pada BOS tahun sebelumnya, begitu juga dengan Belanja barang/jasa ataupun  Belanja Modal. (hasil wawancara pada hari jumat 02 Oktober 2015).

Pembuatan laporan pertanggungjawaban pada tahun 2012 ini cukup rumit, hal ini ditegaskan oleh MA yangmengatakan bahwa:

Saya mengalami kesulitan dalam penyusunan SPJ BOS tahun Anggaran 2012 karena harus melakukan penyesuaian – penyesuaian sabagai aturan ynag berlaku. Menurutnya, sosialisasi SPJ perlu dilakukan karena mengingat format pembuatan SPJ yang berbeda sekali dengan tahun sebelumnya. Jika tahun kemarin (2011), juklak penyusunan SPJ sudah ada informasi pala sekolah dan orang tua menunjukkan bahwa tidak rumit seperti ini. Saya contohkan kalau tahun 2011, jika kita ingin melakukan pembelian suatu barang itu tidak perlu menggunakan surat pesanan Barang dan berita acara pemeriksaan barang untuk yang nominalnya kurang dari 10 juta rupiah. Dan sekarang satu rupiah saja harus menyertakan surat – surat tersebut, dan hal ini cukup merepotka. Saya juga mencontohkan pada pembayaran honor/gaji, jika pada tahun lalu menyertakan SK pengangkatan dan surat tugas yang menjadi dasar besarnya penerimaan masing – masing orang. (hasil wawancara pada jumat tanggal 02 Oktober 2015).

RI juga menjelaskan mekanisme pemeriksaan Laporan Pertanggunjawaban yaitu:

Bendahara mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten untuk Pemeriksaan Laporan Pertanggungjawaban dana BOS. Bendahara BOS dari sekolah dipanggil satu persatu kemudian Tim manajemen BOS Kabupaten mengecek perincian penggunaan Apakah sudah sesuai yang dilaporkan dengan kenyataan dilapangan. Setiap penggunaan dana harus disertakan dengan bukti pembayaran. Oleh karena itu bendahara hatus menyertakan nota – nota pembelian barang disetiap transaksi pembayaran.sekolah sudah menunjuk operator, kalau disini itu ada 3 operator jadi operator itu yang mengimput dan yang lainnya itu operator pada bagian penerimaan formulir dan pada bagian pengembalian dan pemberian nomor pendaftan maksudnya  sudah ada tugasnya masing-masing(Hasil wawancara pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2015)
Kegiatan pengawasan dimaksud adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan Negara, punguta liar dan bentuk penyelewengan lainnya banyaknya titik kerawanan dari penyelewengan dana sehingga harus melibatkan kepada Komite Sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat untuk turut andil dalam mengawasi penerimaan, pencairan, dan penyaluran danan BOS.
b. Pengawasan Dana BOS di SMP Negeri 3 Malili 

a) Pengawasan berdasarkan subjek dan pengawasan berdasarkan waktu 

RI selaku bendahara dana BOS di SMP Negeri 3 Malili mengatakan bahwa:

Kepala sekolah selalu melakukan pengawasan terhadap Tim pengelola dana BOS dalam hal; ini kami selaku bendahara dana BOS setiap dana cair mengenai proses jalananya pelaksanaan pengelolaan dana tersebut serta bawahan lain yang terlibat menggunakan dana BOS dalam setiap kegiatan sekolah. (Hasil wawancara pada hari sabtu tanggal 03 Oktober 2015)
RI juga menjelaskan system pengawasan dana BOS di SMP Negeri 3 Malili yaitu:

Pihak Tim Manajemen BOS Kabupaten tidak secara rutin melakukan pengawasan. Dinas terkait hanya turun kesekolah untuk mengawasi jika pihak sekolah menggunakan dana BOS untuk pembelian barang investaris. Seperti baru-baru ini kami membeli 1 buah computer, dinas terkait langsung mengecek barang apakah benar – benar ada. Pengawasan dari penggunaan dana baru akan dilakukan jika ada pemberitahuan bahwa terjadi penyelewengan dana disekolah tersebut. Tim dari BPK akan turun langsung kesekolah untuk memeriksa pihak – pihak yang terlibat yang kemudian akan diproses jika terbukti melakukan penyelewengan dana. (Hasil wawancara pada hari Sabtu tanggal 03 Oktober 2015)
EY selaku orang tua siswa mengeluhkan tentang pengawasan dana BOS bahwa:

Kami orang tua siswa tidak pernah melakukan pengawasan pengelolaan dana BOS, karena pihak sekolah tidak cukup transparan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban dana BOS. Kami tidak tahu kapan dicairkan, bagaimana penyalurannya dan bagaimana format laporan pertanggungjawabanny. Kami hanya dilibatkan dalam perencanaan anggaran saja sehinga kami tidak tahu jika ada penyelewengan dana. (Hasil wawancara pada hari kamis tanggal 08 Oktober 2015)
B. Pembahasan 
1. Perencanaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) DI SMP Negeri 3 Malili 
a. Tahap sosialisasi dana bantuan operasional sekolah (BOS)

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) merupaka program pemerintah yang diperuntukkan dalam rangka untuk menuntaskan wajib belajar 9 tahun  dan merupakan wujud keseriusan pemerintah sebagaimana yang dianutkan dalam UU RI No 20 tahun 2003. Sosialisasi merupakan tahapan penting dalam pelaksanaan sebuah program yang ditujukan kepada rakyat banyak termasuk dana BOS. Tanpa sosialisasi menyeluruh baik kepada stackholder maupun kepada seluruh lapisan masyarakat pada umumnya tentu program tersebut akan mengalami masalah.

b. Penyusunan Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah di SMP Negeri 3 Malili

Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah (RAKS) adalah rencana biaya dan pendanaan rinci yang dibuat hanya untuk satu tahun anggaran/satu tahun ajaran mendatang. Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah (RAKS) merupakan dokumen resmi yang harus di tandatangani oleh komite sekolah dan kepala sekolah serta penanggungjawab perumusan RAKS. Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah ini  yang nantinya digunakan untuk pedoman pelaksanaan anggaran sekolah selama satu tahun. 

Mekanisme penyusunan RAKS itu diawali dengan persetujuan orang tua siswa, disesuaikan tingkat kebutuhan disekolah. Komite sekolah kemudian menyusun dan menetapkannya setelah diketahui Kepala sekolah. Didalam penyusunan Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah (RAKS) juga dilibatkan partisipasi masyarakat dalam hal ini orang tua siswa. Ini maka akan mampu menciptakan keterbukaan, kerjasama yang kuat, akuntabilitas dan demokrasi dalam penggunaan dana nantinya.

Namun dalam kenyataannya sangat berbeda, seperti yang terjadi di SMP Negeri 3 Malili, dalam Rapat penyusunan Rencana Anggaran dan Kegiatan Sekolah, pihak sekolah belum memaksimalkan partisipasi masyarakat. Mereka hanya melibatkan ketua komite dan bendahara dana BOS, dan itupun hanya sebatas penyusunan saja tanpa melibatkan dalam  proses pengelolan anggaran. Mereka hanya dijadikan stempel untuk mengesahkan rencana anggaran dan kegiatan sekolah (RAKS)yang telah disusun. Sebenarnyaakan sangat bermanfaat bagi sekolah jika melibatkan partisipasi masyarakat baik dalam penyusunan, proses maupun pertanggungjawaban anggaran karena mereka dapat bermusyawarah. 

Sekolah membuat rencana anggaran dan kegiatan sekolah terkesan asal – asalan. Karena mereka hanya memiliki kompetensi yang sedikit dalam membuat RAKS yang baik, pengalokasian dana tidak didasarkan pada kebutuhan sekolah tapi pada ketersediaan anggaran. Padahal seharusnya pengalokasian dana harus didasarkan pada kebutuhan sekolah, agar tidak terjadi saling tumpeng yindih antara kebutuhan dengan anggaran yang disediakan. Ada sekolah yang kebutuhannya sedikit, da nada sekolah yang kebutuhannya banyak. Penyusunan Rencana Anggaran setiap sekolah sedah seharusnya berbeda karena setiap sekolah mempunyai karakteristik dan kebutuhan yang berbeda – beda pila. Permasalahan ini disebabkan karena tidak ada aturan mengenai mekanisme penyususnan anggaran yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Rencana Anggaran dan Kegiatan sekolah merupakan alat untuk perencanaan dan pengendalian pembiayaan keuangan sekolah. Dimana dengan adanya RAKS ini pihak sekolah dapat dengan mudah mengelola anggaran pendapatan belanja sekolah. RAKS terdiri dari dua bagian yaitu, dana pendapatan dan dana pengeluaran. Dana pendapatan dibagi menjadi dua bagian, yaitu (1) dana dari pemerintah, yang umunya terdiri dari dana rutin , meliputi gaji serta biaya opersional sekolah dan perawatan fasilitas dan (2) dana dari masyarakat, yang sekarang melalui komite sekolah, ada yang digali dari orang tua siswaa maupun sumbangan dari masyarakat luas atau dunia usaha. Pendapatan yang dicantumkan di RAKS hanya mencakup dana dalam bentuk uang. Baik yang akan diterima dan dikelolah langsung oleh sekolah. Masing – masing sumber pendapatan sekolah mulai dari pemerintah, masyarakat bahkan orang tua siswa memiliki karakteristik pengelolaan yang berbeda, mulai dari perencanaan, penggunaan, monitoring, evaluasi dan pelaporannya. Dana pengeluaran juga dibagi menjadi dua yaitu (1) anggaran untuk kegiatan rutin, yaitu gaji, biaya operasional keseharian sekolah, dan (2) anggaran untuk pengembangan sekolah.

Dana BOS sudah dibahas di dalam rencana anggaran dan kegiatan sekolah (RAKS) karena merupakan salah satu sumber pandapatan sekolah. Dana BOS terdiri dari tiga jenis sumber penerimaan dalam surat lembaga pendidikan yaitu BOS APBN, BOS APBD propinsi, dan BOS APBDkabupaten/kota. Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari dana anggaran pendapatan dan belanja Negara(BOS APBN) mengacu pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh kementerian pendidikan nasional, sedangkan Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Propinsi ( BOS APBD Propinsi) mengacu pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh gubernur masing – masing propinsi, sedangkan Bantuan Operasional Sekolah yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota (BOS APBD Kabupaten/Kota. Mengacvu pada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh bupati/wali kota. Dana BOS yang selama ini diterimaoleh sekolah termasuk SMP Negeri 3 Malili  berasal dari BOS pusat diman petunjuk teknis penggunaan dana dan pertanggungjawabannya ditentukan oleh Kementerien Pendidikan Nasional dengan jumlah dana yang diterima ditentukan dari jumlah siswa yang ada di setiap sekolah.

c. Pembentukan Tim manajemen dan Laporan Jumlah Siswa

Pembentukan Tim Manajemen BOS disekolah dan laporan jumlah siswa kepada Tim manajemen BOS tingkat Kabupaten oleh Sekolah – sekolah khususnya SMP Negeri 3 Malili Kecamatan Malili dan Kabupaten Luwu Timur telah dilakukan berdasarkan petunjuk teknis penggunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)yang berlaku yang hampir setiap tahun mengalami perubahan. Petunjuk teknis penggunaan dana BOSyang berlaku mulai tahun 2008 sampai tahun 2010 disebutkan bahwa Tim Manajemen BOS ditingkat sekolah beranggotakan Kepala sekolah, (penanggungjawab), guru (bendahara), dan wakil dari orangtua siswa (anggota).

2. Pelaksanaan Dana Bantuan Operasional sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur.

a. Penyaluran dan pencairan dana BOS di SMP Negeri 3 Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur. 

Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) disalurkan setiap triwulan dalam satu tahun anggaran sekolah menerima dana BOS sebanyak tiga kali yakni triwulan pertama (bulan januari sampai dengan bulan Maret 2012). Triwulan kedua (bulan april sampai bulan juni 2012), triwulan ketiga b(bulan juli sampai dengan September 2012). Triwulan Ke-empat (bulan oktober sampai dengan desember 2012). Demikian halnya di SMP Negeri 3 Malili, sekolah menerima dana BOS sebanyak empat kali. 

Pencairan dana dilakukan oleh kepala sekolah bersama bendahara BOS sekolah dengan diketahui oleh komite sekolah dan dapat dilakukan sewaktu – waktu sesuai denga kebutuhan dengan menyisahkan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku.dana BOS harus diterima secara utuh dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun oleh pihak manapun. 

Pencairan baru bisa dilakukan oleh sekolah setelah melewati beberapa tahap yakni pihak sekolah terlebih dahulu membuat rekening baru atas nama sekolah yakni SMP Negeri 3 Malili   kemudian setelah ini nomor rekening yang didapatkan dikirm kepada tim Manajemen BOS Kabupaten/kota. Nomor rekening ini yang nantinya digunakan untuk pentransferan dana secara rutin per triwulan oleh tim manajemen BOS Kabupaten/kota melalui lenmbaga penyalur Kantor Pos/Bank. Pencairan dilakukan setelah pihak sekolah mengambil surat rekomendasi pencairana dana BOS dikantor dinas pendidikan setiap akan melakukan pencairan dana. 

Mekanisme penyaluran dana tahun ini tidak sama dengan mekanisme penyaluran yang dijalankan pada tahun – tahun sebelumnya. Pemerintah telah mengganti mekanisme penyaluran dengan tujuan meminimalkan penyimpangan – penyimpangan dari pengelolaan dana BOS. Sebelumnya, mekanisme penyaluran dana BOS langsun didistribusikan dari pusat kesekolah. Tetapi untuk tahun ini Kemendiknas mulai menggunakan mekanisme baru penyaluran dana BOS. Dana BOS tidaka lagi langsung ditransfer dari bendahara Negara ke rekening sekolah, tetapi di transfer ke Kas APBD selanjutnya ke rekening sekolah. Dengan harapan mekanisme baru ini dapat memberikan kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam penyaluran dana BOS. Dengan cara ini, diharapkan pengelolaan menjadi lebih tepat waktu, tepat jumlah, dan tidak ada penyelewengan.

Dengan perubahan mekanisme, muncul masalah baru lagi yakni keterlambatan penyaluran dana. Telatnya penyaluran dana BOS ke sekolah dikarenakan birokrasi pencairan terlalu rimut. Sebelum ditransfer ke rekening sekolah, dana BOS harus melalui kas daerah terlebih dahulu. Hal itu menyebabkan proses pencairannya semakin lama dan melalui proses panjang. Alasan keterlambatan penyaluran dipicu oleh pemerintah kabupaten/kota yang menunda penyaluran dana BOS sekolah. Alasan penundaan, antara lain masih menunggu pengesahan APBD dan pelengkap dokumen yang sekolah. 

Keterlambatan dana BOS akan menghambat sekolah menuaikan kewajiban sebagai badan penyelenggara pelayanan public dikarenakan dana BOS adalah sumber pemasukan utama yang digunakan untuk menutup biaya operasional sekolah. Seperti biaya pembelian alat tulis,buku pelajaran, ujian, perawatan sekolah, hingga membayar gaji guru honorer.

Padahal mekanisme 2010 itu sudah cukup bagus, dari pemerintah langsung ke sekolah meskipun masih terjadi penyimpangan, tapi itu masih dalam batas yang wajar karena memang di Indonesia sulit jika menemukan mekanisme yang tanpa penyimpangan 100%. Mekanisme apaun yang akan digunakan dalam penyaluran dana BOS pasti mempunyai titik lemah. Akan tetapi, kelemahan itu dapat diperkecil dengan memperbanyak informasi tentang aliran dana BOS kepada para stackholder sekolah.Cara tersebut akan berguna jika pada saat penyalurannya ditemukan penyimpangan, dengan catatan juga harus dibuat semacam pos pengaduan dan diberikan perlindungan kepada siapa saja yang akan mengadukan penyimpangan tersebut. Misalnya dengan menepelkan poster – poster mengenai mekanisme penyaluran dana BOS di dinding – dinding sekolah agar dapat terbangun partisipasi penuh dari semua stackholder.
b. Penggunaan Dana  Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur

Penggunaan dana BOS disekolah harus didasrkan pada kesepakatan dan keputusan bersama antar tim manajemen BOS sekolah, dewan guru, dank omit sekolah, dimana dana BOS harus di daftar sebagai salah satu sumber penerimaan dalam RAKS?RAPBS, disamping dana yang diperoleh dari pemda atau sumber lain yang sah. Hasil kesepakatan penggunaan dana BOS (dan dana lainnya tersebut) harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk berita acara rapat yang dilampirkan tanda tangan seluruh peserta rapat yang hadir.

Dari seluruh dana BOS yang diterima oleh sekolah, sekolah wajib menggunakan sebagian dana tersebut untuk biaya operasional sekolah seperti perlengkapan dan persiapan sekolah dalam proses belajar mengajar seperti pembelian ATK dan untuk pembelian bahan – bahan habis di pakai seperti buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan pratikum, buku induk siswa, buku inventaris, langgana koran dan kebutuhan sehari – hari disekolah. Dana BOS juga harus digunakan untuk pembelian buku dimana untuk tingkat SMP adalah semua buku – buku mata pelajaran.

Dana bantuan operasional juga digunakan untuk kegiatan ektrakulikuler seperti pelatihan kegiatan keolahragaan dan kegiatan pramuka. Sekolah harusmembayarka transport siswa dan honor bagi guru yang membimbing dimana dana tersebut berasal dari bantuan operasional sekolah (BOS). Dana juga digunakan untuk pembayaran intensif bendahara dana BOS, dimana besarannya ditentukan oleh kesepakatan bersama dari pihak sekolah, di SMP Negeri 3 Malili  sendiri besardana yang diterima oleh bendahara BOS adalah Rp. 750.000,-

Selain itu dana BOS juga digunakan untuk pembayaran honorarium bagi guru sukarela dan pegawai tidak tetap, alokasi penggunaan dana BOS untuk belanja pegawai adalah 20% dari total jumlah dana BOS yang diterima oleh sekolah tersebut. Pembatasan belanja pegawai hanya 20% dari total nominal danaBOS memang berimbas pada kesejateraan guru tidak tetap (GTT). Kebanyakan mereka mengeluhkan peraturan ini karena penghasilan mereka menjadi sangat minim karena pemangkasan dana yang dilakukan oleh bendahar untuk memenuhi peraturan tersebut. 

Beberapa sekolah termasuk di SMP Negeri 3 Malili, program dana BOS mayoritas hanya di ketahui oleh kepala sekolah sedangkan para guru dan masyarakat tidak memahami aturan dan dasar – dasar peruntukan dana bOS ini karenakan kurangnya sosialisasi tentang program dana BOS yang dilakukan oleh pihak sekolah. Mereka bahkan tidak mengetahui berapa besaran dana yang diterima oleh sekolah, untuk siapa dana BOS ini apakah semua siswa berhak mendapatkan atau hanya untuk siswa yang kurang mampu dan peruntukan dana BOS sendiri. Ketidaktahuan ini menyebabkan hanya kepala sekolah dan bendahara BOS saja memiliki andil dalam pengelolaan dana tanpa melibatkan guru dan para orang tua siswa. 

c. Laporan Pertanggungjawaban dan Pengawasan dana BOS di SMP Negeri 3 Malili.


Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen atau administrasi, yang merupakan tindakan yang berfungsi untuk memperhatikan kondisi yang terjadi di lapangan dengan kondisi yang diharapkan dari pembuat kebijakan. Kebijakan subsidi pendidikan yang tertuang dalam program BOS sudah segharusnya mendapat pengawasan yang baik dari pemerintah, karena ini merupakan program atau kebijakan pemerintah, sehingga perhatian untuk proses pengawasan pun harus diperhatikan.

Selama ini, pengawasan yang terjadi pada pengelolaan dana BOS cukup pada tataran pelaporan saja, sedangkan implementasi kenyataan di lapangan masih kurang. Pihak pengawas, kantor dinas atau pemerintah merasa cukup dengan laporan yang adadi atas kertas saja, padahal jika dilihat di lapangan belum tentu sesuai dengan apa yang ada dalam laporan. Sehingga disini benar-benar dibutuhkan pengawasan yang efektif dan efisien untuk menanggulangi penyalahgunaan wewenang dalam penggunaan dana BOS.

Fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dana BOS masih sangat kurang, tidak ada partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses implementasi  anggaran. Pada tingkat penyelenggara (sekolah), tidak ada aturan mengenai mekanisme penyusunan anggaran, warga dan stakeholder tidak memiliki akses untuk mendapat informasi mengenai anggaran sehingga mereka tidak bisa melakukan pengawasan. Selama ini, pihak sekolah masih cenderung bersikap menutup  diri atas akses informasi bagi masyarakat. Orangtua siswa maupun komite sekolah kerap tidak mendapatkan peluang untuk mengakses berbagai informasi terkait dengan pengalokasian dana BOS dan pembuatan Laporan Pertanggungjawabannya, Keterbukaan informasi ini, selanjutnya belum di maknai sebagai keterlibatan dari orangtua siswa dalam mengakses segala informasi terkait pendidikan anak-anak mereka.

Seharusnya, pihak sekolah menciptakan iklim keterbukaan informasi dalam pengelolaan dana BOS, dengan menyertakan pembukuan yang jelas, sehingga tepat sasaran. Pertanggungjawabannya harus segera diberikan, dengan didukung oleh bukti-bukti yang akurat. Dengan adanya keterbukaan informasi maka semua pihak dapat mengontrol program serta kebijakan yang dibuat oleh pihak sekolah, sehingga kecenderungan untuk melakukan penyelewengan dana termasuk juga korupsi dapat diminimalkan.

3. Pengawasan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Malili

a. Pengawasan berdasarkan subjek yang melakukan (eksternal dan internal)

Pengawasan berdasarkan subjek yang melakukan terhadap dana BOS dibedakan menjadi dua yaitu pengawasan internal yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap tim yang mengelola dan bawahan lain yang terlibat menggunakan dana BOS dalam setiap kegiatan sekolah. Pengawasan ini sangat penting dilakukan terhadap dana BOS karena kepala sekolah yang senantiasa mengawal keberadaan dana tersebut.

Untuk melakukan pengawasan yang tepat  kepala sekolah dituntut memahami pekerjaan yang dilakukan oleh pelaksana administrasi keuangan,  memahami peraturan pemerintah yang berlaku  dalam pengelolaan keuangan. Kepala sekolah sebagai pengawas internal Di SMP Negeri 3 Malili sudah berjalan terbukti kepala sekolah setiap bulan memeriksa pembukuan yang dilakukan oleh bendahara atau guru yang menelola/menggunakan dana BOS.

Pengawasan eksternal terhadap dana BOS di SMP Negeri 3 Malili berada  pada kategori sangat ketat karena hampir semua elemen masyarakat yang bisa mengawasi dana BOS menurut aturan turut melakukan pengawasan terlibat adanya pengawasan yang dilakukan oleh tim manajemen BOS Pusat, Provinsi, dan Kabupaten. Hal ini telah berhasil meringankan beban orangtua siswa di sekolah.

b. Pengawasan berdasarkan waktu (terus menerus, berkala dan mendadak)

Ada penguasaan terus menerus yang dilakukan oleh pemimpin instansi atau kepala sekolah terhadap bawahan dalam mengelola dana BOS. Kepala sekolah sebagai pengawas terhadap keuangan yang ada di sekolah harus memiliki integritas tinggi yaitu memiliki kepribadian yang dilandasi unsur kejujuran, keberanian, kebijaksanaan dan bertanggungjawab sehingga menimbulkan kepercayaaan dan rasa hormat dari bawahan.

Ada pengawasan berkala berdasarkan hasil penelitian dilakukan oleh tim manajemen Kabupaten tiap triwulan,oleh tim manajemen Provinsi setiap akhir tahun anggaran. Sesuai dengan program BOS harus selalu di evaluasi demi keperluan perbaikan untuk kegiatan selanjutnya. Berdasarkan hasil penelitianada pengawasan mendadak yang dilakukan oleh tim manajemen BOS Kabupaten.

Kegiatan pengawasan terhadap dana BOS dimaksudkan untuk mengetahui; (1) kesesuaian pelaksanaan anggaran dengan ketentuan yang telah ditetapkan dan dengan prosedur yang berlaku, (2) kesesuaian hasil yang di capai baik dibidang teknis administrasi maupun teknis operasional dengan peraturan yang ditetapkan, (3) pemanfaatan sarana yang ada secara efektif dan efisien, (4) perubahan system guna mencapai hasil yang sempurna.

Tujuan pengawasan dana BOS atau keuangan sekolah adalah untuk menjaga dan mendorong agar; (1) perencanaan anggaran dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah di gariskan, (2) pelaksanaan anggaran sesuai dengan peraturan instruksi serta asas-asas yang telah ditentukan, (3) meminimalkan penyalahgunaan dana.

Pengawasan yang dilakukan terdiri dari berbagai aktifitas yang bertujuan agar pelaksanaannya menjadi sesuai dengan rencana. Dengan demikian pengawasan itu merupakan proses yaitu kegiatan yang berlangsung secara berurutan. Hal ini sesuai dengan pendapat Pigawahi 1985 mengatakan bahwa proses pengawasan keuangan mencakup kegiatan; pemahaman tentang ketentuan pelaksanaan dan masalah yang dihadapi, menentukan obyek pengawasan, menentukan norma yang dapat di pedomani, menilai penyelenggaraan, menganalisis dan menentukan sebab penyimpangan, menentukan tindakan korektif dan menarik kesimpulan atau evaluasi. (Depdiknas. 2007:50).

Manfaat pengelolaan atau manajemen dana BOS dalam penelitian ini adalah sebagai berikut; (1) meningkatkan efektifitas dan efesiensi dana BOS dari adanya perencanaan yang mantap, (2) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana BOS, (3) meminimalkan penyalahgunaan dana BOS sebagai fungsi pengawasan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Berdasarkan analisis data dan pembahasan hasil penelitian maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perencanaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMP Negeri 3 Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dilakukan dengan cara: (1) sosialisasi kepada siswa, guru, Komite sekolah, orang tua siswa dan masyarakat pada umumnya. (2) membentuk Tim Manajemen BOS di Sekolah, (3) menyusun RAPBS, dan (4) menyediakan jumlah siswa.

2. Pelaksanaan dana BOS di SMP Negeri 3 Malili Kecamatan Malili Kabupaten Luwu Timur dana BOS dicairkan oleh Tim Manajemen BOS tingkat sekolah setelah mendapat pengantar dari Tim Manajemen BOS tingkat Kabupaten Luwu Timur. Besar dana BOS yang diterima oleh sekolah sesuai dengan yang ada di surat pengantar pencairan dan surat perjanjian pemberian dana. Pelaksanaan dana BOS secara transparan dan akuntabilitas di SMP Negeri 3 Malili dilakukan dengan; (1) mengumumkan penggunaan dana BOS, (2) mengundang komite dalam rapat tentang perihal dana BOS, (3) adanya rencana dan rincian penggunaan dana BOS yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite dan Bendahara, (4) tersedianya laporan pertanggungjawaban kegiatan dana BOS untuk Tim Manajemen BOS Kabupaten dan dapat dilihat oleh siapa saja yang membutuhkannya.

3. SMP Negeri 3 Malili seharusnya mengadakan sosialisasi mengenai    pemanfaatan dana BOS guna meningkatkan peran serta masyarakat khususnya orang tua/wali murid karena perhatian orang tua siswa menjadi menurun disebabkan orangtua siswa sudah tidak memiliki tanggungjawab untuk membayar iuran setiap bulannya, untuk itu perlunya diadakan sosialisasi agar komunikasiorang tua dengan pihak sekolah dapat meningkatdan mekanisme yang transparan dalam pengelolaan dana dapat terwujud.

B. Saran

Sehubungan dengan kesimpulan diatas, maka diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Agar hasil yang telah dicapai oleh tim pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) lebih baik, maka perlu didukung terus oleh tim pengawasan kota dan kecamatan secara berkala dan berkesinambungan serta mengadakan sosialisasi yang lebih rutin terhadap masalah dana BOS.

2. Agar pengelola dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terlaksana lebih baik lagi maka personil Tim Kerja Sekolah yang dibentuk senantiasa mendapatkan informasi dan masukan dari pedoman/petunjuk teknis baru yang dibuat oleh Tim manajemen Pusat maupun Tim Propinsi.

3. Untuk lebih meningkatkan kesan transparansi pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah maka keberadaan petugas unit pengaduan masyarakat (UPM) serta meningkatkan pengawasan terhadap pengelola dana BOS pada setiap sekolah agar lebih ditingkatkan pengaduan masyarakat dapat dikelola dengan baik dan kesan transparansi dapat terjamin adanya.
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